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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987,

1. Konsonan
il:;l;f Nama Huruf Latin Nama
1 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
il ba b be
oy . t e
5 tsa 5 es (dengan titik di atas)
| c jim j je
. ha h, ha (dengan titik di bawah)
. kha kh ka dan ha
5 dal d de
5 dzal z zet (dengan titik di atas)
.J ra T er
3 221 Z zet
P sin s es
P syin 8y es dan ye
i shad s, es (dengan titik di bawah)
oo dhad d de (dengan titik di bawah)
= tha 14 te (dengan titik di bawah)
5 dha - z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain - koma terbalik di atas i




dsd

ditulis Aaula

¢ gain g g
i fa & ef
s | @f q ki
s kaf | k ka
J lam 1 el
. mim m em
3 nun n en
4 wau W We
" ha h ha
. hamzah n Apostrof
& ya ya ye
Vokal
a.  Vokal Tunggal (monoftong)
Tanda Nama Huref Latin Nama
Fathzh a a
I - Kasrah i 1
s Dhammah u u
S ditulis karaba 83 ditulis Zukira
G ditulis yazhabu
b. Vokal rangkap (diftong)
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
.. fathah dan ya ai a dan i
Fons fathah dan wawu au adanu
RS ditulis kaifa




3. Maddah

[ Gabungan —|
Tanda dan Huruf Nama " Nama
'L - fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
S kasrah dan ya i i dan garis di atas
e dhammah dan wawu Q | u dan garis di atas
J@  ditlis gdla Ja ditulis gila

A)  ditulis ramd
4. Ta' marbithah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marbithah ada dua

4, Ta’ marbithah hidup ditults /t/.

b. Ta’® marbithah mati ditulis /h/.

Lasd  ditulis qabidah

ek ditulis yagalu

¢. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah ditkuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
dalk ditulis Tathah
} gl ditulis al-Tahda

5, Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

L?:.'.J " ditulis rabbana
Sl ditulis al-birr

xi



Kata Sandang

p\

aKata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti olch huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung,

Contoh:
ﬁli-n ditulis al-galamu
M‘ ditulis as-Salamu

7. Penulisan Kata-kata
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua
cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

L'}:.‘Ej".)HJPJﬂJ ANy ditalis Wa innalldha lahuwa khairurrdzigin
8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.
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BABI

PENDAHULUAN

A_ Latar Belakang Masalah

Masalah perkawinan merupakan masalah krusial dalam kehidupan
bermasyarakat. Dalam berbagai belahan dunia yang terstrukiur masyarakatnya
terbentuk dalam pola patriarki, praktik perkawinan yang seningkali dijalankan
secara tidak adil. Dalam tradisi Arab pro Islam misalnya, seorang lelaki biasa
menikahi perempuan secara tak terbatas. Pada masa itu para lelaki banyak yang
menikahi para perempuan karena harta mereka, dengan tidak membayar mahar.'
Praktik ketidak adilan terhadap perempuan tersebut telah menjadi sebuah tradisi

vang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah.

Islam sebagai agama yang membawa pesan tauhid dan keadilan sosial
3 mencoba mengatasi masalah sosial tersebut dengan mengatur permasalahan
perkawinan dengan menegaskan aturan ientang mahar dan pafkah? Aturan
tentang mahar tersebut tersurat dalam firman Allah SWT:

;.’.’d_’

- s Am= & - A - u: E’.f’", - = :j_ - LT . - ,.-.-
LB AN a2 S e 0l A2 8B sl 5l
2 20RO AR

AoF A -
Slb l“.__!

-

! Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami, sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdith
¥ cgyakarta:Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996).

? Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita dolam Islam, terjemahan, M. Hashem cet ke-6
Ixxana Lentera, 2000), hal. 123

* An-Nisa {4) :4



Ayat ini menekankan bahwa jika hendak memperistenn seorang
perempuan, maka calon svami harus terlebih dahulu memberikan mahar. Ayat ini
adalah jawaban dan tradisi sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang
memperisteri perempuan secara semena-mena tanpa memberikan mahar. Ayat
tersebut  juga m@g suami untuk mengambil mahar kembali. Selama
berlangsungnya pernikahan, suami bertanggung jawab untuk menafkahi
isterinya.”

Dalam wacana inilah keadilan suami terhadap isten sangat ditekankan
oleh ajaran Islam. Visi Islam membebaskan manusia rahmatan /il ‘alamin hingga
terciptanya masyarakat yang beradab. Tak terkecuali Islam juga membebaskan
perempuan dari budaya patriarkhi yang menindasnya karena Islam menjunjung
tinggi nilai egaliter.” Namun ada banyak pendapat tentang keadilan dalam rumah
tangga tersebut. Imam Hanafi berpendapat bahwa adil yang dimaksud adalah
kemampuan finansial untuk menafkahi para isteri sesuai standar hidupnya. Imam
Maliki dan Imam Hambali juga berpendapat demikian. Suami harus memiliki
kemampuan finansial dan mampu mencukupi nafkah isterinya secara sama tanpa
membeda-bedakan satu dengan yang lain. Menurut Imam Syafi’i. Akan tetapi,
bila dicermati keadilan yang diterapkan tersebut hanyalah menyangkut kewajiban
suami terhadap isteri.

Kemudian bagaimana hak dan kewajiban seorang isteri dan bagaimana

jika masalah tersebut di tarik dalam konteks Indonesia? Di Indonesia telah

; Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam, hal. 144,
Muhammad Harir Muzakki, Figih Wanita Sebuah Tinjauan Historis {Justitia Islamica, Vol.

= |'Januari-Juni 2005), Hal, 69-84



frd

a2 Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dan hak serta
&=wajiban suami isteri.® Selain itu, juga ada Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang menjadi referensi
z== hakim agama dalam memutuskan perkara, dan menjadi pedoman bagi umat
fsi=m dalam mengamatkan hukum Islam pada tiga bidang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal-pasal yang mengatur hak
&= kewajiban suami-isteri, yakni pasal 77-84. Pasal 77-78 menjelaskan tentang
E=wajiban suami-isteri secara umum, pasal 79-81 menjelaskan tenlang pembagian
per=n antara suami dan isteri, serta pasal 82-84 menjelaskan tentang kewajiban
wz2ng khusus dibebankan pada suami dan isteri.’

Tapi seiring dengan perubahan zaman, dimana sekarang perbedaan laki-
&=ki dan perempuan tidak semata-mata dimaknai sebagai kodrat, tetapi juga
gender. Maka aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut menjadi layak
Spertanyakan. Hal itu dikarenakan Kompilasi Hukum Islam disusun pada saat
kondisi masyarakat masih sangat terkenal dengan tradisi parriarkhi dan tidak
s=rizlu sensitif gender, KHI disusun berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik yang
«<mulis oleh tokoh-tokoh yang hidup pada masa dan tradisi yang berbeda. Masalah
perlu menjadi tanda tanya, apakah ada kemungkinan bias gender dalam

Kompilasi Hukum Islam.®

* Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
Anonim, Kompilasi Hukwm Istam, (Surabaya: Karya Anda) hlm. 53-58
" Ibid,, hlm. 53-58.



Sebenamya perjuangan isu-isu perempuan dan isu Ketidak adilan gender
sudah ada sejak tahun 70-an. Namun selama tahun 1975-1985 masih dilecehkan
&= hamper semua aktifitas LSM menganggap masalah gender bukan masalah
penting. Dan padm 1985-1995, merupakan pengenalan dan pemahaman
Jasar tentang apa yang dimaksud analisis gender dan mengapa gender menjadi
masalah pembangunan.’

Lambat laun upaya terscbut membawa hasil, dimana isu gender dan isu
perempuan tidak lagi dilecehkan bahkan mulai diminati. Pelatihan yang bertujuan
membangkitkan kepekaan gender (gender sensitivity training) dilakukan dimana-
mana, dan hal tersebut sangat membantu menjelaskan isu gender sebenamya.
Berbagai buku yang menjelaskan isu tersebut mulai dikembangkan. Berbagai
ISM mulai membuat program-program women in development, dan mulai
memakai analisis gender.'

Dari situlah terlihat bahwa pada saat KHI dibuat sensifitas gender belum
terlalu dikenalo dan dipahami, schingga dimungkinkan pada saat ini dimana
masyarakat sudah kenal dan paham dengan gender maka KHI dirasakan perlu
untuk mengikuti sensitifitas gender tersebut.

Menurut Nasarudin Umar, Al-Qur'an dalam menggunakan istilah-istilzh
khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu tampak selalu konsisten.
Misalnya, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi

biologis, maka Al-Qur'an seringkali menggunakan al-Dzakar/male untuk laki-laki

" Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet. 5, (Yogyakarta : Pustaka
Sz, 2001), him. 181,
? 1bid., hlm. 162,




= al-Umssa/female untuk perempuan. Sementara itw, jika yang hendak
S=mckapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari scgi beban sosial (geader
a=signment) atau aspek_gender, maka Al-Qur'an seringkali menggunakan istilah
=-Rajul/al Rijal untuk laki-laki dan ol Mar'al/al-Nisa' untuk perempuan. Dalam
ALQuran istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang
smcah dewasa, khususnya yang sudah kawin, bahkan kata al-Rajul/ai-Rijal 1ebih

Bemvak berarti suami dan kata al-Mar'h/al-Nisa’ lebih banyak berarti isteri'’
u—‘:'.r.uf-" ) JJHJ_JJ-E-'*' .uL-Hj E_,_:JL:-U;,P_@LU! O ALULL.C-LJ_C»
S5 d et of B e JetVJB LI doY g (o) a3
20 35 s sl L) 5aasJB7 fus Lgdel 25
Maksud hadis di alas yaitu perempuan adalah setara dengan laki-laki,
ilihat dari segi kemanusiaanya perempuan adalah manusia dan laki-laki juga
=anusia, bahkan tidak ada keistimewaanya bagi yang satu atas yang lainnya.
Laki-laki dan perempuan adalah manusia, dan hukum Islam bukanlah
spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, tapi untuk keduanya sesuai dengan
peran masing-masing selaku insan perempuan dan laki-laki memang secara

Siologis berbeda, tetapi kehadirannya tidak untuk dibeda-bedakan. "

" Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Yogyakarta, Fajar Pustaka dan PSG STAIN
>rwokerto, 2006, him, 112

'* Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Hadis No. 34 Bab Firajuli Yajidu Al Billata Fii
wtznaamih (95), (Kairo: Darul Khadis, 1999), him. 120

P Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, him. 128



Dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam, tampak adanya diskriminasi
&an marginalisasi terhadap perempuan dalam beragam sektor, baik politik,
=konomi, tradisi bahkan agama. Diskriminasi tersebut bisa berupa pembedaan
&zl=m hal wewenang pengambilan keputusan, pembedaan peran gender, terutama
~ Zzlam keluarga seperti dalam pasal 79 ayat 1, bahwa suami adalah kepala
- keluarga dan isteri ibu rumah tangga'? merupakan pemberian stereotipe terhadap
perempuan yang akhirnya dapat membuat perempuan menerima diskriminasi
s=rsebut sebagai kodrat mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditemukan bahwa terdapat aturan-aturan
wzng terkesan menempatkan isteri di tempat kedua setelah suami, vakni pada
z=sal 83."° Dalam pasal 83 (1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti
Lzhir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum
Islam. Pasal 83 (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
=ngpa sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Padahal dewasa ini, banyak isteri
¥=ng mencan nafkah, sedangkan suami di rumah, apakah pasal ini tetap berlaku?
Dzlam  persoalan hak, misalnya hanya dijelaskan mengenai hak untuk
=endapatkan nafkah dan mengasuh anak. Sebapaimana terdapat dalam pasal 80
%) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan
s=mpat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan
semgobatan bagi isteri dan anak; (c¢) biaya pendidikan bagi anak,'® sedangkan

222 lain sama sekali tidak disinggung.

: Anonim, Kompifasi Hukum fsfam, (Surabaya: Karya Anda) him. 54.
~ fbid, him. 58
* Ibid hlm. 55-56




Dalam persoalan peran publik dan domestik misalnya, dalam KHI sangat
jelas aturan yang membatasi peran publik seorag isteri. Hal itu tersirat pada pasal
79 (1) mengenai kedudukan suami isteri yang berbunyi “Suami adalah kepala
keluarga dan isteri jbu rumah tangga”. ' Dimana suami di posisikan sebagai
kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas menyelenggara
k=n dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuaikah
dengan kondisi sekarang?

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis
s=rtarik untuk meneliti masalah tersebut dan bermaksud mengadakan penelitian
sehacai bahan skripsi dengan judul “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84

Eompilasi Hukum [slam)”

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diambil rumusan
==<alah sebagai berikut:
1 Bagaimanakah hak dan kewsajiban suami isteri dalam perkawinan menurut
Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-847
I Bagaimanakah perspektif gender terhadap hak dan kewajiban suami isteri

Zalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77-847

= Tz220 dan Kegunaan Penelitian
* dapun tujuan-tujuan penulisan skripsi ini adalah:

*d hlm. 54



a. Untuk menguak dan menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri dalam
e

perkawinan.

b. Mengungkap kemungkinan adanya bias gender dalam Kompilasi hukum
Islam dalam persoalan perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai kontribusi bagi penyempumaan Kompilasi Hukum Islam yang
lebih menekankan keadilan gender.

b. Sebagai acuan bagi para peneliti dalam menganalisa produk hukum
dengan analisa gender.

c. Sebagai kontribusi wacana dalam memandang hak dan kewajiban suami

isteri dalam perkawinan.

Penelitian tentang hak dan kewajiban suami isteri sebenarnya bukanlah
#=ma baru. Scbagaimana dalam skripsi tahun 2006 STAIN Purwokerto, Nur
Lachiau  “Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Dalam Pemenuhan
Lewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan di Pengadilan
“Azama Purwokerio”, menjelaskan tentang hubungan baik dan kewajiban
meourut Islam  harus ada keseimbangan, namun dalam hal ini Islam lebih
me—entingkan kewajiban daripada hak.'®  Skripsi tahun 2006 STAIN
“aokerto, Tholingul Anhar, “Pengaruh Madzhab Dalam Kompilasi Hukum

== Tentang Perkawinan” hanya membahas tentang perkawinan dalam

' Nurlaeliati, Perfindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Dalam Pemenuhan Kewajiban
oo Lz Bekas Suami Alas Pelaksanaan Keputusan di Pengadifan Agama Purwokerto. Skripsi,
—+ ez oikan, STAIN Purwokerto, 2006.




/’

= Islam, ditinjaui dari madzhab."® Skripsi tahun 2006 STAIN Purwokerto,

=2 Gunanti “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap lIsteri (Studi Analisis
dasi Hukum Islam Pasal 80 ayar 4)" menyoroti tentang kewajiban nafkah
s terhadap isteri, analisis KHI Pasal 80 ayat 4.°° Akan tetapi penelitian yang
can hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang terdapat dalam

smpiiasi Hukum Islam dengan memakai perspektif gender tampaknya belum

Adapun buku yang membahas tentang perkawinan antara lain buku yang
&< oleh Mutadha Muthahari, “Hak-hak wanita dalam Islam”}' yang
secara panjang lebar tentang hak-hak yang semestinya didapatkan
muslim, terutama dalam perkawinana. Judul buku karya Khairudin
Masation, “Riba dan Poligami sebuah studi atas pemikiran Muhammad
_45uh” 2 Dalam buku ini dibahas pandangan para tokoh intelektual muslim
‘=mt=ng perkawinan. Khoirudin Nasution, Fazlur Rahman tentang wanita.” Dalam
Suku tersebut dikupas tentang pemikiran Fazlur Rahman terkait kontroversi

Smibungan laki-laki perempuan,

_ “Tholingul Anhar, Pengaruh Madzhab Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinam,
Sros. 5dak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.

= Ratna Gunanti, Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isteri (Studi Analisis Kompilasi
Fmizae [dam Pasal 80 ayat 4), Skripsi, , tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, 2006.

*! Murtadha Muthahhari, Hak-hak Warnita dalam Isiam.

= Khoirudin Nasution, Riba dan Poligemi.

- Khoirudin Nasution, Fazler Rahman tentang Wanita. (Yogyakarta: Tezaffa bekerjasama

=—=2s Academia.
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Sedangkan buku yang banyak membahas tentang persoalan gender dan
. gecempuan  antara lain Mansur TFakih, “Analisis Gender dan Transformasi
Sasia””  yang membahas tentang makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan
- ze=ktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perspektif
g=nder. Ridwan, "Kekerasan Berbasis Gender”®> buku ini membahas tentang
=ix<i gender dalam keluarga dalam konteks Islam, gender dan ketidak adilan,
e kekerasan berbasis gender. Muhammad Harir Muzakki, “Figih Wanita
Sefmah Tinjauan Historis dalam majalah Jusditia Islamica Vol. 2. membahas
se=t=ng wacana figh wanita dalam pemikiran klasik dan modem, dan surat an-
Masa ayat 34 menjadi fokus  bahasannya. Nasarudin Umar, “Argumen
Eesctaraan Gender Perspektif Al-Qur'an” " menjelaskan tentang perspektif
g=nder dalam Al-Qur'an, yang tidak sekedar mengatur  keserasian relasi gender,
mmbemean laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, Al-
(='an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia),
m==irokosmos (alam), dan Tuﬁan. Konsep berpasang-pasangan (azwaj) dalam Al-
| r'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang (QS. As-Syura/
£2-11) dan tumbuh-tumbuhan (QS. Thaha/20:53). Syafiq Hasyim, “Hal-hal Yang

24

Tzt Terpikirkan Tentang Tsu-isu Keperempuanan Dalam Islam %, membahas

** Mansour Fakih, Anafisis Gender dan Transformasi Sosiai, cet. Ke-5,( Yogyakarta: Pustaka
Sesmar. 20010,
y = Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN
Sewierio: 2006),
* \uhammad Harir Muzakki, Figih Wanita Sebuah Tinjauan Historis {Justitia Islamica, Vol.
= *w | lzouari-Jumi 2005).
7 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Ghur’an, cet. Ke-2 (lakarta:
Frmadma, 2001
3 Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam
_= Zandung: Mizan, 2001},



/_ g

=engenai kedudukan perempuan dalam Islam, mendobrak stereotip bias gender
Zaf=m bingkai wacana kcagamaan, memaparkan hal-hal yang sekian lama tak
eoorkan.  Nurjannah Ismail, “Perempuan Dalam Pas:mgan”,zg menjelaskan
“e=tang pembongkaran terhadap penafsiran yang cenderung mendiskreditkan
ges=mpuan, karcna perempuan bukanlah makhluk nomor dua yang
=feradaannya hanya sekedar sebagai pelengkap kaum laki-laki. Husein
SEfemmad, “Figh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender”
i =engupas tentang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui
Bertagal ragam referensi secara teliti dan kritis, membahas gender dan teks-teks
se=ma kewajiban suami terhadap isteri, lebih sedikit dibandingkan kewajiban
=uzn terhadap suami.

Menurut Asghar Ali Engineer, dalam bukunya yang berjudul “flak-hak
Ferzmpuan Dalam Islam ', pernyataan Al-Quran: Laki-laki adalah Qawwamun
m==s perempuan sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa dalam realitas
se=rah perempuan pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dipandang
s===cai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki menganggap lebih unggul
=z kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakan
f=r=nva untuk isteri,

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan demikian eksplisit, dan terlihat

== banyak hal. Dalam sholat, aqiqah, waris dan poligami. Hal ini

1: “urjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan, ( Yogyakana: LKi5,2003).
" Husein Muhammad, Figh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,
=z LKIS, 2002).
ysghar Ali Enginecr, Hak-hak Perempuan dalam Isfam (Yogyakana: Bentang, 1994).
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Sxemukakan oleh Masdar F. Masudi dalam bukunya yang berjudul "Hak-hak
Reproduksi Perempuan yhha

Dalam buku-buku tersebut diatas, tidak ada satu bukupun yang Khusus
=embahas tentang ketidaksesuaian Pasal 77-84 KHI dalam menempatkan hak
&= kewajiban suami isteri pada saat ini, mengingat KHI dibuat pada tahun 1991,
\&m=na peran gender belum begitu muncul. Otomatis perlu ada perubahan dalam
I agar keadilan terhadap perempuan tercipta. Barangkali dari literatur diatas,
;:ﬁ:a penulis tertarik untuk menganalisa pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam
zi=m perspektif Gender tentang hak dan kewajiban suami isteri. Schingga
d@iszrapkan penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran dan koreksi atas pasal

T7-84 Kompilasi Hukum Islam.

. Kerangha Teori

Perbedaan antara lelaki dan perempuan yang seringkali melahirkan
&<kriminasi terhadap perempuan timbul sebagai akibat kerancuan pemaknaan
=mtara seks dan gender. Seks dalam arti jenis kelamin adalan identifikasi laki-laki
Zan perempuan secara biologis dengan kriteria laki-laki sebagai makhluk yang
mempunyai penis, berjakun memproduksi sperma. Sedangkan perempuan
=—emiliki saluran untuk melahirkan memproduksi telur, memiliki vagina dan
—empunyai alat menyusui.33
Jika pengertian seks bisa dikatakan sama dengan ciri-ciri kodrati, maka

zender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang

™ Masdar F. masudi, Hak-hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Mizan, 1997).
3 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , hal. 8
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SReerruksi secara sosial. Cir-ciri bahwa laki-laki Kkuat, rasional, jantan dan
g==izsz sedangkan perempuan lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan,
memsoekan ciri-cirl yang sebenarnya bisa dipertukarkan antara laki-laki dan
se=mpuan. Sifat-sifat tersebut tidak identik pada kedua jenis kelamin.* Akan
%==p:_perbedaan laki-laki dan perempuan seringkali tidak didasan oleh apa yang
s secara biologis dan kodrati pada masing-masing, tetapi lebih pada kesan dan
koostruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki. Ironisnya, hal itu seringkali
=elahirkan diskriminatif terhadap perempuan, tidak hanya dalam masyarakat
t=tapl Juga dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai respons atas perbedaan gender yang melahirkan berbagai
c=knminasi inilah lahir berbagai teonn yang mencoba menguraikan dan
menjelaskan persoalan gender. Teori-teori tersebut antara lain teori struktural
fungsional, teori konflik dan teori feminis. Sedangkan teori feminis itu sendiri
terdiri dari beberapa aliran, yaitu Radical Feminism, Liberal Feminism, Socialist
Feminism dan Marxist Feminism. Beragam teonn yang ada tersebut merupakan
jawaban atas persoalan-persoalan gender yang selama i tegadi. Menurut
Mansour Fakih,*® perbedaan gender yang akhirnya melahirkan ketidak adilan
gender terjadi melalui proses yang panjang, antara lain: pertama, proses politik.
subordinas terhadap perempuan seringkali terjadi dalam wilayah politik, terutama
dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu setidaknya terlihat dari ijin-ijin

vang harus didapatkan isteri dari suaminya ketika dia hendak menempuh studi

* Ibid, hal. 9.
™ Tokeh HAM asal Indonesia yang aktif memperjuangkan persoalan-persoalan hak asasi
—:=usia, termasuk diskriminasi perempuan ini telah menulis sejumlah buku tentang gender dan HAM
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=zupun bekeja’® Kedua, di bidang ckonomi, Proses subordinas dan
==rpinalisasi terjadi dalam kultur dan birokrasi maupun program-program
pembangunan. Ketiga, penandaan atau stercotipe yang mengakibatkan penindasan
s=rhadap kaum perempuan. Pemberian label atau stereotipe merupakan bentuk
penindasan kultural atau ideologis yang mengakibatkan posisi atau kondisi
perempuan menjadi termarginalisasi. Sebagai contoh, stereotipe perempuan
sehagai ibu rumah tangga yang lemah dan emosional. Hal itu seringkali membuat
=ereka kehilangan hak-hak untuk berperan di wilayah publik dan disibukkan
semata-mata dengan urusan domestik.’’ Keempat, perbedaan dan pembagian
sender juga sering membuat perempuan menanggung beban ganda dan bekerja
lebih keras. Hal itu terjadi pada perempuan yang bekerja, disatu sisi mereka harus
=emerankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan mereka juga harus memeras
kzringat untuk mencukupi ekonomi keluarga.

Kelima, perbedaan gender juga seringkali melahirkan kekerasan terhadap
perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam bentuk pelecehan seksual dan
perkosaan. Keenam, seluruh manifestasi perbedaan dan pembagian gender
s=rscbut akhimya mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan
cenerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segala bentuk manifestasi
serbedaan gender tersebut juga merupakan proses penjinakan peran gender
sshingga kaum perempuan merasa bahwa kodisi dan posisi yang mercka alami

—<crupakan sesuatu yang normal dan kodrati.™ Kondisi sepert itu, menurut

™ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , him. 148.
" Ibid, him. 149.
* Ibid, him. 151.
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sznsour Fakih, menuntut sebuah langkah nyata guna melepaskan dan mengikis
<eoala bentuk diskriminasi yang terjadi. Pada dasamya persoalan yang penindasan
szrhadap perempuan bukan persoalan yang melawankan perempuan dan laki-laki.
Sersoalan tersebut lebih merupakan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan
masyarakat. Maka solusi yang harus ditempuh adalah: pertama, melawan
Segemoni yang merendahkan kaum perempuan dengan melakukan dekonstruksi
wd=ologi. Dekonstruksi disini dimaknai dengan mempertanyaakan segala hal yang
=enyangkut nasib perempuan dimanapun, pada tingkat dan dalam bentuk apapun.
. Kedua, melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa
%=terbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mercka tidak ikut dalam
sectisipasi pembangunan.®® Pembacaan gender yang dilakukan oleh Mansour
F=kih tersebut merupakan kristalisasi dari beberapa persolan gender dan beragam
azori yang ada menyangkut diskriminasi terhadap perempuan.

Sedangkan jika ditarik dari konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum
Biam. maka akan terlihat adanya sebuah titik kejanggalan dalam ikatan
sekawinan, Pernikahan atau perkawinan adalah melakukan suatu akad atau
sesianjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita demi
—enghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela
#:= keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
~e-kcluarga dengan cara-cara yang di ridhai Allah.*® Dari situ dapat dikatakan

~z=wa pada dasarnya pernikahan hanya melibatkan seorang laki-laki dan

" Jbid, hlm. 151-153.
“ Yusuf Qardhawi, Farwa-fatwa Kontemporer, terj. As'ad Yasin, cel. Ke-5 (Jakarta: Gema
-=s, 1996). [: 571
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. Sedangkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri
sektub dalam Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam yang patut dipertanyakan
= sturan-aturan tersebut terdapat perbedaan status dan pembagian peran
: suami dan isteri. Perbedaan tersebut terjadi karena Kompilasi Hukum
= disusun berdasarkan kitab-kitab yang ditulis pada masa dimana perempuan
> banyak memiliki kemampuan untuk memainkan peran dalam wilayah
% can hanya mampu berkompetensi di wilayah domestik. Selain itu kitab-
> terscbut disusun oleh para ulama yang hidup dalam lingkungan yang
r=meal.

Pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan
e=wasiban suami isteri menyisakan sebuah pertanyaan besar tentang hak dan
Se=w=iiban suami isteri dalam perkawinan. Yang dimaksud hak disini adalah hak
&2 schagai isteri yang semestinya mendapat perhatian lahir batin dari suami
hak dia sebagal scorang perempuan yang mampu berperan dalam
publik. Bukankah hak isteri adalah kewajiban suami? Hal ini penting
aremz dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disinggung tentang hak publik

seorzng isteri. Pasal-pasal yang ada lebih mengukuhkan perempuan sebagai ibu

- =m==h tangga yang berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Aetode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai
Temut:

lenis Penelitian
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Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (library
~=search) yaitu penelitian penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku
perpustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penclitian ini dan juga
Seeratur-literatur lainnya. .

‘Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik
 dokumentasi yaitu dengan menggunakan, menelusuri buku-buku, karya-karya
Zmiah, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik bahasan.

- Sumber Data

2z Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data
langsung dari tangan pertama®’ Hal ini bisa berupa sumber asli baik
berupa dokumen maupun penmggalan lainnya. Dengan demikian data
pnmer merupakan data utama dalam penelitian ini, berupa sumber-
sumber pustaka yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isters
dan gender. Di antara data primer yang digunakan oleh penulis adalah Al-
Qur'an, kitab-kitab Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Y1 \winamo Surakhmad, Pengamar Penelitian [Imiah: Dasar, Meiode, Teknik, (Bandung:
~r==- 1994), him. 140.

] s = . “m , .

Y Guharsini Arikunto, Prosedus Penelitian: Suam Pendekatan Prakiek (Jakana: Rhineka
S 98), 236
& Winamo Surakhmad, Pengantar Penelitian Hmiah: Dasar, Metode, Teknik..... hlm. 134,
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Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh
oleh pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.*' Yang
s>rmasuk  sumber data sckunder dalam penelitian ini adalah buku-buku
w2y catatan-catatan yang menunjang tersclesaikannya penulisan tersebut,
seperti makalah, diktat dan sebagainya seperti buku Hak dan Kewajiban
Suami Isteri, karangan Des: Mustaghfin Asror seria literatur tentang
gender, seperti Analisis Gender dan Transformasi Sosial karangan
Mansour Fakih, Argumen Kesetaraan Gender karangan Nasarudin Umar,
dan buku-buku yang berkaitan dengan KHI, seperti Kompilasi Hukum
Islam dalam Sistem Hukum Nasional, karangan Cik Hasan Bisn, dan
sebagainya.

. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data
&=n materi yang disajikan, antara lain:

2 Conteni Analysis

Sctelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan
analisis {content analysis) secara kualitatif.” Yaitu dengan menjabarkan
dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang
terdapat dalam hukum Islam, Jadi penulis berusaha menjabarkan maksud

dari hukum-hukum Islam yang ada, yang bersangkutan dengan

“ Ibid, him. 134
“ Noeng Mujadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Y ogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49,
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permasalahan yang ada, kemudian  diterapkan dalam permasalaban
zersebut.
% Metode Komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencar pemecahan masalah
melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sehqb akibat yakni
meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi/fenomcna
vang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.*®
Metode ini penulis terapkan dalam bab [V, yang akan memuat tentang hal-
hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri, sehubungan

dengan masalah gender untuk dijadikan suatu kesimpulan yang valid.

tika Pembahasan
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka
membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian
i berikut:
Bab 1 merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
semefitian, sistematika penelitian. '
Bab Il berisi uraian seputar hak dan kewajiban suami isteri dalam
~ec=winan menurut Kompilasi Hukum Islam yang meliputi konsep perkawinan
zv=m Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-
———=<:p perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum

- .. serta kedudukan Kompilasi Hukum Islam dan tatanan hukum nasional.

“ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Himiah : Dasar, Metode, Tekhnikhlm. 143.
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Bab 111, berisi tentang keadilan gender dalam relasi hak dan kewajiban

-

—w=mi isteri, yang meliputi gender dan ketidakadilan sosial, pola relasi suami
seri dalam keluarga perspekiif gender, serta uraian seputar teori-tcori gender
Zalam pengembangan masyarakat.
Bab IV merupakan analisis terhadap hak dan kewajiban suami isteri
Zalam perspektif gender. Dalam bab ini, penyusun menganalisa tentang sejarah
'fpljmsunan Kompilasi Hukum Islam serta fungsi keluarga dalam sistem sosial,
Z=n analisis gender terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI pasal 77-
.

Bab V merupakan penutup memuat kesimpulan uraian dan analisa yang
s1zh dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran  penyusun terkg;',t

t=ma penelitian.



BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

ukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Nasional

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayorntas penduduknya
a Islam adalah merupakan realitas sosial. Karena itu sangat relevan
hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-

Swkum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan yang concern terhadap Islam
sanoat diperlukan. !

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dalam sistem
5akum Nasional: diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana
w=22h dikemukakan, Pertama, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum
Jsf=m adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. hal itu dimuat dalam
&omsderans instruksi Islam. Ja disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional
w=nz menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang
Mzha Esa yang sckaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat
Z=n bangsa Indonesia. Kedua, ia dilegalisasikan oleh instrumen hukum dalam
tentuk Inspres yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang

—<rupakan bagian dari rangkalan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

' Dadan Mutagim, dkk., Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
. ~ztig, (Yogyakarta: Ull Press, 1991), him.171.



=== ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran
= Sunah Rasul. Keempat; saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Jslam

=== lain Pengadilan dalam lingkungan Pecradilan Agama, sebagaimana dapat

2

an sccara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam, scbagai contoh, merupakan produk figh
sincesia yang bemuansa pengembangan dan pembaharuan hukum Islam. Di
2 ternyata telah banyak mengundang perhatian pemikir hukum Islam.
& dari sudut bentuk hukumnya, posisi Kompilasi Hukum Islam tidak nampak
s tata urutan dan hirarki peraturan yang menggambarkan kekuatan dari suatu
e—mdang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh
Semwemtangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Apabila dikaitkan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dimana
Se=tok hukum Kompilasi Hukum Islam itu secara yuridis formal adalah Inpres
= 1 Tahun 1991 yang kedudukannya sangat jauh dari undang-undang, schingga
== sudut hirarki perundang-undangan Kompilasi Hukumn Islam tidak memiliki
 amer=s untuk diberlakukan scbagai hukum materiil pada peradilan agama. Jadi
e=ndukan Kompilasi Hukum Islam itu mirip dengan berbagai Kitab Figih yang
Fwzkan sebagai books of authority dalam peradilan agama. Namun demikian

%-—pilasi Hukum Islam sccara organik dijadikan dasar pendukung utama dalam

x Hasan Bisri, Kompilasi Hukurm Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos,
Ge  um 9-10.



T keputusan Pengadilan Agama di Indonesia di samping undang-undang
s dasar utamanya.

Menurut Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam dalam hirarki

sno-undangan di Indonesia yang bentuk hukum melalui instrumen hukum
= No. 1 Tahun 1991, dan sccara organik ditindaklanjuti dengan Keputusan
Agama no. 154 tahun 1991 itu mempunyai kedudukan dalam tata hukum
s Slematis, sebab sccara organik dari sudut implementasi legislatif telah
hatkan bahwa Inpres itu akan mempunyai kemampuan efektif apabila
o instrumen hukum Jainnya dalam tata hukum yang lebih tinggi. Karcna
praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya
= Zslam hukum positif Indonesia,  Tetapi dari segi lain Inpres tidak nampak
e salah satu instrumen hukum dalam tata hukum yang dominan. *
Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya law and rule dalam
sinva di Pengadilan Agama, meskipun bersifat sebagai sumber hukum
utama dalam memeriksa dan memutuskan sctiap perkara di
bmg=dilan Agama. Dalam hal ini Ismail Suny berpendapat bahwa kedudukan
.si Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan
ez=moan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan
i hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-

~—i=2 vang menjadi wewenang Peradilan Agama di Indonesia.

Dadan Mutaqim, dkk., Peradilan Agama dan Kompifasi Hukum [slam dalam Tata Iiukum
=z him. 176,
* rRid, him. 177,
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Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam kategori hukum tak tertulis tapi
'--=- ~#2 dengan hukum tak tertulis lainnya. Kompilasi Hukum Islam akan
i kedudukan yang kuat scbagai hukum materiil apabila kedudukannya
saja pada posisi tata uruian perundang-undangan yang jelas
- ~tinya menurut Tap MPRS No. xX / MPRS /1966 yang dapat mengikat
. secara substansial untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama
- mengcnai perkawinan, kewarisan dan perwakafan. ?
KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Jslam sudah dapat
dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indoncsia
—wisini kewenangan lingkungan peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi
E=gkungan peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum
. sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di
—uh Indonesia yakni KHI scbagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki
an dan otoritas.”
Bagi orang yang bersifat kaku dan formatistik, wujud kelahiran Kompilasi
Skom Islam dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Akan
i, bagi mercka yang berpandangan dari perspektif sosiologis, tidak demikian
s=imva. Secara Sosiologis, hukum adalah artikulasi “ kebutuhan masyarakat”.
Wesiipun bentuk formal kehadiran Kompilasi Hukum Islam hanya didukung

“=m bentuk Instruksi Presiden (Inpres), tetapi tidak mengurangi sifat legalitas

© hid, hlm. 179,
* ik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Jslam dalam Sistem Hukum Nasional, him. 3l



seoritasnya untuk dijadikan referensi hukum dalam menyclesaikan persoalan-
wal=n di tengah-tengah masyarakat.”

Kompilasi Hukum Islam, secara tcori hukum dengan penggunaan
ss==men hukum dalam® bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata
= dari hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum
<. melainkan dari sudut pandang ilmu lebih bersifat sebagai hukum tidak
meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, peraturan pemerintah,
hanya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan
== yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pada scbagian besar masyarakat

smesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan.®

<ep Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang marpu
=tk segera melaksanak%mnya, karena perkawinan dapat mengurangi
temaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.
Orzng yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum

—empunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi

" Ridwan, Membongkar Figh Negara, hlm. 94,
' Dadan Mutaqim, Peraditan Agama dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum

o =2 hlm, 177-178.



ad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan
== penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. ”
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu
2 vang sangat kuat atau mistagan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah
g =elakukannya merupakan ibadah, Hal ini tertuang dalam pasal 2 Kompilasi
i Islam.'® Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
dan rahmah. "'
Sakinah, mawaddah, rahmak juga merupakan 3 kata kunci yang harus
oi dalam a long life struggle kehidupan berkeluarga, dalam kaitannya
2 upaya membangun keluarga yang harmonis dan diliputi kasih sayang
==zuo keluarga yang berkeadilan dan bermartabat.'”> Adapun penjelasan dan
=i konscp tersebut adalah :
= Sakinah (to be or become tranquil; peaceful; God inspired peace and
mind), kedamaian dan ketenteraman. Sakinah merupakan kesadaran
perlunya  kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kejujuran dan
teterbukaan yang diinspirasikan dan berlandaskan pada spiritualitas

tetuhanan. Ujung-ujungnya spiritualitas Ketuhanan yang Maha Lembut,

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang perlu dijadikan sumber

“=ouddin Ali, Hukum Perdata islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.
" i=onim, Kompilasi Hukwm Isiam, (Surabaya: Karya Anda, 1.1.), him. 19.
=2 hlm_ 19,
*iwan, Kekerasan Berbasis Gender, hlm. 133-139.



ilham dan inspirasi yang agung untuk mencmpuh hidup baru yang dicita-
citakan.

b. Mawaddah (to love each other), saling mencintai/meyayangi antara satu
dengan lainnya. Mawaddah bukanlah sekedar minta terhadap lawan jenis
dengan keinginan selalu ingin berdckatan dengan cinta penuh gelora dan
menjadikannya terlena dan layu sebelum berkembang. Karena melampaui
batas kewajaran yang ditentukan oleh agama. Mawaddah adalah saling
mencintai dengan cinta plus, karena cintanya penuh dengan kelapangan
terhadap keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. Di sini
diperlukan kemampuan pendekatan psikologis dan management konflik
vang tinggi, seperti proses adaptasi, kompromi-kompromi dan belajar
menahan dir.

c. Rahmah (relieve form suffering through symphaty, lo show human
undertanding form one another, love and respect one another), saling
simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan lainnya.
Sikap rakmah ini termanifestasikan dalam bentuk perasaan saling simpati,
menghormati dan saling mengagumi antara kedua belah pihak sehingga
akan muncul kesadaran saling memiliki dan keinginan untuk melakukan

vang terbaik bagi pasangannnya sebagaimana dirinya ingin diperlakukan.

13

_ “mnsip-prinsip Perkawinan

/bid, him. 139.



Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Prinsip musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah
==ngga harus diputuskan dan disclesaikan berdasarkan hasil musyawarih
minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu, kalau dibutuhkan juga
=elibatkan seluruh anggota kcluarga yakni suami, isteri dan anak.
Sedangkan yang dimaksud demokratis adalah antara suami dan isteri
Beruslah terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya.
Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang
saling menghargai dan mcnerima pandangan dan pendapat anggota
teluarga yang lain.'* Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah,
demokratis dan -djalng dapat dikclompokkan kcpada :
= Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan

dengan reproduksi, jumlah anak dan pendidikan anak.

5. Musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah) ;
c. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi

dalam rumah tangga;

4. Musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga. A
= Prinsip Menciptakan Rasa Aman dan Tentram dalam Keluarga
Prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga berarti

‘chidupan rumah tangga harus tercipta suasana merasa saling kasih,

© =2 him. 130.
t~onim, Kompilast Hukaunt Isiam, him. 54-57.



saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang dan setiap
angoota keluarga berkewajiban untuk menciptakan prinsip int. Dengan
adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan
kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota
keluarga saling merindukan satu dengan lainnya. Schingga pada
gilirannya rumah menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga.

Rasa aman dan tenteram bagi anggota keluarga adalah aman dan
tenteram secara kejiwaan (psikis) maupun jasmani (fisik). Dengan prinsip
ini maka rumah ibarat surga bagi seluruh anggota keluarga dan anggota
keluarga terscbut tidak akanmencari keamanan dan kenteraman diluar
rumah tangga. e

Prinsip menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga
tercermin dalam pasal 81 ayat (3) Kompilasi Hukum Isiam. Tempat
vediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari
cangguan pihak lain, sehingga mcrcka merasa aman dan tenteram.'”
Tempat kediaman juga berfungsi scbagai tempat menyimpan
harta kckayaan, secbagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah
tangga.

=1 Prinsip Menghindari Adanya kekerasan

* “dwan, Kekerasan Berbasis Gender, hlm. 131.
s ~conim, Kompifasi Hukum islam, him. 56,



Maksud dari prinsip menghindari adanya kekerasan (violence) baik
%=kerasan fisik maupun psikis adalah jangan sampai ada pihak dalam
kehidupan rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan
tndakan kckerasan dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan
=sapun, termasuk alasan agama, baik kepada atau antar pasangan (suami —
=steri) atau antara pasangan dengan anak. Prinsip ini pada dasamya
Berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan
ovaman dalam kchidupan keluarga.

Dalam satu keluarpa hendaknya saling cinta-mencintai, hormat-
menghormati, schingga kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi.
Hal ini termaktub dalam pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami
isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 1
*. Prinsip Hubungan Suami dan Jsteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai
hubungan bermitra, partner dan sejajar {equal). Suami dan isteri bersama-
sama dalam mencapai tujuan.

Hal ini tercermin dalam pasal 78 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

anak mereka, balk mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

‘ecerdasannya dan pendidikan agamanya.

" =4 hlm. 34.



=rinsip Keadilan

Prinsip keadilan berarti mencmpatkan sesuatu pada posisi yang
semestinya (proposional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini antara lain
=ahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak)
vang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung
t=npa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan
peinsip keadilan ini, maka masing-masing anggota keluarga sadar bahwa
Jirinya adalah bagian dari keluarga dengan hak dan kewajiban scrta tugas
dan fungsi yang berbeda untuk secara bersama-sama dilaksanakan secara
konsekuen dan proporsional.

Hal ini tercermin dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
vang berbunyi : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergavlan
hidup bersama dalam masyarakat. '’

Dan dalam pasal 82 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan
hahwa © suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri
<ecara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang

ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian 1:n:rk::wwinam,z‘“I

' 2idwan. Kekerasan Berbasis Gender, him. 134.
* s nonim, Kompilasi Hukum Istam, him. 57.



Ke“.'ajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikal antara seorang pria
e scorang wanita (suami dan isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada
fes & satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang
smulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara
&= kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Hal
Secur dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal
s=tut. dikemukakan bahwa suami isten memikul kewajiban yang luhur untuk
rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rakhmah yang menjadi
S Zasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai,
s menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada
Bain, 2!
Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami
g i2cri yang diperbolehkan dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat hapus
haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang
—iud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan olch salah
‘er==g dari suami atau isteri di dalam hidup berumah tangga.
Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka

w===2 laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga,

sinuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, him. 52.



juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu perkawinan
leh berbagai hak pula, **
dan Kewajiban Suami
Hak suami adalah kewajiban isteri dan kewajiban, suami meruzpakan
B=k isteri. Adapun hak suami tercermin dalam pasal 83 Kompilas: Hukum
Istam yang berbunyi :
(1) Kewajiban utama bagi scorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
12) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah langga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya. &
Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali
dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya
terscbut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-
hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersecbut pada ayat (2) di atas berlaku kembali

sesudah isteri tidak nusyuz.

- Sulaiman Rasjid, Figh fsiam, (Jakarta : At Thohiriyah, 1976), him. 43.
Anonim, Kompilasi Hukum fsfam, hlm. 58.



%) Ketentuan  tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri  harus
didasarkan atas bukti yang sah. !

Adapun kewajiban suami yang mempunyai scorang isteri berbeda dari

suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang. Kewajiban suami

mempunyai scorang isteri diatur oleh pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum
yaitu :

80 Kompilasi Hukum Islam :

Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. akan

t=tapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

diputuskan olch suami isteri bersama.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

/=) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagl
agama, nusa dan bangsa.

%) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

2. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isten

dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak

* /5id, hlm, 58.



K=wajiban suami terhadap isterinya scperti tersebut pada ayat (4) huruf a

. &= b atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya.

_ln:ri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

 s=hagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila ister

—

%1 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

Seami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya,

2=y bekas isteri yang masih dalam iddah.

™ Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri sclama

alam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya

dari gangguan pihak lain schingga mercka merasa aman dan tentcram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagal tempat menyimpan harta

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

%) Suami wajib melangkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuarmya

serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

terupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
Kewajiban suami tersebut merupakan hak istcri yang harus

“-eroleh dari suami berdasarkan kemampuan.®®

" +nonim, Kompilasi Hukum Islam, blm, 55.
© =, hlm. 56.



36

=2 itu bersumber dari firman Allah SWT surat Ath-Thalaq (65) ayat 6
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“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat iinggal
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
wmzitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalag) itu
w momil. Maka berikanlah kepada mercka nafkahnya hingga mereka
Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu wuntukmu Maka
= kepada mereka upaknya, dan musyawarahkaniah di antara kamu

> sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan
e menyusukan {anak itu) unmknya.‘”

Mzksud ayat di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberi tempat
kepada isteri sesuai kemampuan dan ayat ini juga menekankan untuk
nafkah pada isteri yang sedang idah, jika isteri yang ditalak sedang
. m=ka idahnya sampai dengan bersalin

Sedangkan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang ditentukan
2 zesal 82 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Se=—i vang mempunyai isteri lebih dari  seorang berkewajiban memberi
‘===t tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang

—e—_rut besar kecilnya jumlah keluarga yang

" Zainuddin AL, Hukum Perdata Isfam Di Indenesia, him. 53



ditanggung menurut masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan.

2) Dalam hal para isteri rcla dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya
dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami
‘kepada isteri-isterinya adalah berperilaku seimbang, sepadan, selaras atau
 calam bahasa Al-Qur'an discbut adil, 8
. Hak dan Kewajiban Isten
Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami
juga merupakan kewajiban isteri, Adapun hak isteri tercermin dalam pasal 80
dan 81 Kompilasi Hukum Islam, dengan gans besarnya
1. Isteri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan, pendidikan agama dan

kesempatan belajar
2 lIsteri berhak atas nafkah, kiswak dan tcmpat tinggal biaya rumah tangga,
biaya pendidikan anak, sesuai dengan penghasilan suam.

Adapun kewajiban isteri termaktub dalam pasal 83 Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi :
(1) Kewajiban utama bagi scorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
12 Isteri menyclenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-har

dengan sebaik-baiknya.

= jbid hlm. 53.




P! 84 Kompilasi Hukum Islam :

0 Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
| kewajiban scbagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
zlzsan yang sahabat.

Selama isteri dalam rnusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah

didasarkan atas bukti yang sah. *

Tolak ukur mengenai isleri yang nusyuz adalah sang isteri
‘membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya,
—enolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan
seium Islam dan atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin
s==minya/setidak-tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Sepanjang
tegiatan isteri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan
tsmungkinan munculnya fitnah maka dugaan izin suami memperbolehkannya,

“\etahui oleh isteri tersebut, >

“ Anonim, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 58.
* Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesiag, him. 55.



BAB I1I
KEADILAN GENDER DALAM POLA RELASI

SUAMI ISTRI

r dan Ketidakadilan Sosial

Sejak dua dasawarsa terakhir, wacana gender telah menjadi bahasa yang

—emasuki sctiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana
serdebalan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap
serbincangan mengenai  pembangunan. Masyarakat sendiri dalam merespon
wacana gender scbagai sebuah konsep maupun sebagai gerakan memunculkan
Serbagai sikap dan cara pandangan yang berbeda-beda. Polarisasi respon
—asyarakat lersebut sebagai scsuatu yang wajar, karena istilah gender sendiri
~=latif baru dan olch karcnanya belum banyak yang memahami secara utuh. Pada
=mumnya, masyarakat memahami konsep gender sama dengan pengertian jenis
kelamin (scks). !

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann
Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan
pembedaan istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep
scks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami
nersoalan-persoalan  ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum

perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender

| Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta : Fajar Pustaka dan PSG STAIN
—~okerto, 2006), him. 15.
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gemder  differences) dan ketidakadilan gender (gender inegualities) dengan
ketidakadilan masyarakat secara lebih Juas.”
Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris berartl jenis
. Dalam Women’'s studios Encyclopedia, sebagaimana dikutip oleh
@sdah Ch, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural, berupaya
at pembedaan (distanction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan
_eﬁstik cmosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di
at. Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan gender sebagai harapan-
budaya terhadap laki-laki dan perempuan.’
Pengertian lain tentang gender scbagaimana dirumuskan oleh Mansour
gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun
_perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan cultural. Sifat gender yang
- melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik,
——osional atan keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa.
Ciricini sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum
kaki-laki dan perempuan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut,
teibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.
Sementara pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian
Zua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis
«clamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang

—emiliki penis dan jakun sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki

Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet-5, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar,
nim. 7-8
Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, him. 16.
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= ==him dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis yang
. permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan
Tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.’

Seruktur organ biologis laki-laki dan permepuan berimplikas) pada proscs
sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan
Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki dikonstruksi oleh

g antuk memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan

-

—=ova. Sifat inilah yang sering discbut dengan istilah Feminisme. Sementara
=7 dengan perangkat fisiknya diberi atribut sifat yang maskulin yaitu sifat
perkasa, jantan bahkan kasar.®

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender
senis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan,
= izlan yang menjadikan ia scbagai maskulin maupun feminim adalah
struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. Gender adalah
ckat peran scperti halnya kostum dan topeng diteater, menyampaikan
=m=ca orang lain bahwa ia adalah feminim atau maskulin. Perangkat prilaku
4ewsos ini yang mencakup penampilan pakaian, sikap, kepribadian, pckerjaan,
wmsung jawab keluarga dan scbagainya secara bersama-sama memoles peran
=—cer. Perbedaan gender pada pnnsip dasamya adalah sesuatu yang wajar dan
~e—pakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan, Perbedaan gender

- -:+ menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender (gender

=id, him 17.
\{ansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Seosial, him. 7-8.
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Jiries). Namun yang mcnjadi persoalan adalah perbedaan gender ternyata
= melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaumn laki-laki terutama kepada
= perempuan.
Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur dimana baik kaum
i maupun perempuan menjadi korban dari sysiem fterscbut. Untuk
i bagaimana perbedaan gender mcnycbabkan kctidakadilan gender
== dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan
termanifestasikan  dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakm
alisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak
o dalam pengambilan keputusan, pembentukan stereofype atau mclalui
s=izbelan negatif, kekerasan (violence). beban kerja lebih panjang atau lebih
(burden) serta sosialisasi ideologi nilai gender. Manifestasi ketidakadilan
tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan
- saiing mempengaruhi secara dialektis.®
Tidak ada satupun manfestasi ketidakadilan gender yang lebih penting
w2y Ichbih esensial dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum
serempuan justru terjadi karena stereofype tertcntu atas kaum perempuan dan itu
=—enyumbang pada subordinasi, keckerasan terhadap kaum perempuan yang
Zhimya tersosialisasikan dalam keyakinan, idiologi dan visi kaum perempuan
<ndiri.Dengan demikian tidak bisa dinyatakan bahwa menganalisasi kaum

-crempuan adalah mencntukan dan sangat penting dari yang lain. Sehingga

2idwan, Kekerasan Berbasis Gender, him, 25.
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serempuan  perlu mendapat perhatian lebih dari yang lain. Sehingga tidak akan
serjadi ketidak adilan gender.
Relasi Suami Isteri dalam Keluarga Perspektif Gender

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan.
Dari keluarga tatanan masyarakat suatu bangsa akan ditentukan kemajuan dan
temandiriannya. Sebuah kelvarga dibangun oleh sebuah komitmen oleh
sembentukannya yaitu sepasang suami istri untuk suatu cita-cita yaitu
=ewujudkan keluarga yang damai, harmonis yang disinari ikatan cinta dan kasih
sayang antara anggota keluarga. Kehidupan keluarga yang penuh harmoni akan
sangat bergantung dari pola relasi diantara anggota keluarpa yang setara dan
terkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-masing anggota
keluarga.” Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam: kehidupan
manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dengan
kelompoknya.

Keluarga merupakan kelompok sosial primer di dalamnya tcrjadi proses
pembentukan norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya franie
of reference dan sense of be loging nass. Pengalaman-pengalaman datam interaksi
sosial dalam keluarga turut menentukan tingkah laku seseorang terhadap ornag
lain dalam pergaulan sosial di luar keluarga. Untuk mengetahui pela relasi dalam
keluarga antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dan antara anak dengan

orang tua sccara setara dan berkeadilan dapat dilihat pada hal-hal berikut:

" ibid, hlm. 44



'\ Scherapa besar partisipasi aktif scluruh anggota keluarga dalam perumusan
& pengambilan keputusan/perencanaan maupun pelaksanaan sepala kegiatan
k=luarga baik pada wilayah domestik maupun publik.
Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga sccara
=ereata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebegai pelaku maupun
sehagai pemanfaat dan pengikut hasilnya.
Seberapa besar akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai
asset keluarpa, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan
pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan schagainya.®,
Setiap individu yang menjadi bagian dari anggota keluarga akan
sisikan dirinya dalam mengambil peran-peran gendemnya, tidak akan lepas
‘&5 konteks ckspektasi-ekspektasi sosial yang melingkupi kehidupannya. Dengan
- menoounakan indikator-indikator tersebut di atas maka pola relasi diantara
megota keluarga sudah berkeadilan gender atau justru sebaliknya relasi tersebut
melanggengkan ketidakadilan gender.
Pola relasi yang cenderung tidak adil gender bermula dari adanya pola
=iasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan model hirarkhis struktural dimana
x*a pihak lebih dominan dan menghegomoni pihak lain. Banyak faktor yang
—envebabkan lebamya pola relasi keluarga yang tidak adil gender baik [aktor
—scural maupun cultural. Faktor structural adalah penciptaan pelanggengan
~.asi yang tidak adil gender yang lahir sebagai bagian kebijaksanaan otoritas

~>2ara. Misalnya dalam bentuk berbagai ketentuan perundang-undang, peraturan

' Ibid, hlm. 45
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e menempatkan scorang laki-laki (suami) scbagai penentu/pemimpin
vang menutup peluang lahimya partisipasi seluruh anggota keluarga
menentukan masa depan keluarganya. Sedangkan faktor cultural terkait
- harapan-harapan social yang scmestinya diperankan olch anggota
dengan menjadikan scorang anggota keluarga dalam posisi
semoni anggota keluarga lain.

Keluarga scbagai unit terkecil dalam sistem social sccara sosiologis,
an berbagai fungsi keluarga yaitu:

. Femosi biologis bertujuan agar memperoleh keturunan dan dapat memelihara
&shormatan serta mariabat manusia sebagai mahluk yang berakal dan beradab;
Fengsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan semua anggotanya
&mana orang tua mempunyai peran penting membawa anak-anaknya menuju
. kedewasaan jasmani dan rohani. Fungsi edukatif keluarga berkaitan dnegan
cemeliharaan dan pengembangan potensi akalnya;

Fungsi religius, kcluarga sebagai tempat pcnanaman pilai moral agama
melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan schari-hari
sehingga tercipta iklim keapamaan;

Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan sekaligus
untuk menangkal berbagai pengaruh negatif yang masuk di dalamnya;

Fungsi sosialisasi, keluarga sebagai tempat untuk mempersiapkan anggota
\eluarpanya sebagai anggota masyarakat yang baik, mampu mempunyai

norma-norma kehidupan secara universal;
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= Fengsi rekreatif, yaitu menciptakan kondisi keluarga yang saling menghargai,
menghormati, demokratis dan mampu mengakomodasi  aspirasi masing-
=asing anggotanya.
Fungsi ckonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ckonomi dimana
keluarga mempunyai aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan
znpparan dan bagaimana dapat mempertanggung jawabkan keckayaan dan
Baria bendanya secara social maupun moral.?
Dengan memperhatikan berbagai fungsi keluarga di atas, maka keterlibatan
anggota keluarga dalam proses perencanaan, pelaksanaan setiap kegiatan
a serta pemanfaatan hasilnya menjadi sangat penting. Penanaman pola relasi
&5 keluarga sangat penting. Penanaman pola relasi dalam keluarga yang setara
& adil gender bisa dimulai dari hal-hal yang sepele seperti jenis permainan anak
“i-laki vang sejak awal dibedakan dengan anak perempuan.Keluarga scbagai
w=mpat dimana watak dan kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat
=tegis dalam upaya penciptaan pola relasi yang adil gender. Oleh karcna itu
sraya membangun relasi sosial yang adil gender dalam konteks pergaulan di
—asyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga."
= Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam
—enjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan
~crempuan, antara lain scbagai berikut:

Teori Struktural Fungsional

:  Ihid, hlm. 47
2 * Ihid, him. 48
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Teori ini muncul tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evaluasi,
dan sering discbut scbagai fungsionalisme. Teon ini dikembangkan oleh
Robert Merton dan Talcot Parsons. Teori ini sesungguhnya sangat sederhana,
vakni bagaimana memandang masyarakat sebagal sitem yang terdin atas
bagian yang saling berkaitan (apama, pendidikan, struktur politik sampai
rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus mencari
keseimbangan (equalibrium) dan harmoni. Adapun interaksi terjadi karena
adanya konsensus.

Pola yang non normatif maka dianggap akan melahirkan gejolak. Jika
hal tersebut terjadi maka masing-masing bagian akan cepat menyesuaikan din
untuk mencapai keseimbangan kembali. Para penganut teon ini menganggap
masyarakat akan berubah namun tidak ditetapkan berapa lama evolusinya.
Konflik dimasyarakat dilihat tidak fungsional, kiranya harus dihindarkan,
maka berdasarkan teori ini status quo harus dipenahankan."

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat
ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Salah satu kritik yang dapat
dilontarkan kepada teori ini ialah bahwa teori itu terikat kepada kenyataan
masyarakat pra-industri.'*

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra-
industri sebagai contoh, betapa masyarakat terscbut terintegrasi didalam
system sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu {(/unter) dan perempuan

scbagai peramu (gatherer).  Teori struktural fungsional terlihat pada

' Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, him. 7-8
* Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 53
" Ibid., hlm, 52.
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tedudukan suami scbagaikepala keluarga (hunfer) dan isteri sebagai ibu
rumah tangga diibaratkan sebagai peramu.
Teori Konflik

Teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teor struktural fungsional
vang mengemukakan bahwa sistem sosial yang terstruktural dan adanya
perbedaan fungsi menjadi cikal bakal terjadinya ketidakadilan dalam
masyarakat karcna akan lahir pemaksaan bagi individu untuk memenuhi
norma-norma yang dibangun dalam sebuah sistem. Padahal, situasi konflik
akan selalu berjalan selaras dengan dinamika masyarakat, terutama dalam
situasi dimana sumber daya bersifat terbatas.'*

Teori konflik berangkat dari paradigma Aris Totalian yang
menganggap «unia nyata/materi merupakan kebenaran absolut. Tokoh
terkenal dari teori konflik ini antara lain adalah Karl Marx (1818-1883).
Dalam bukunya the commumist dan Das Capital, ia menckankan pentingnya
kebutuhan materiil dan perjuangan kelas sebagai konseksuensi dalam
memenuhi kebutuhan material. Konflik dimasyarakat terjadi akibat aktifitas
ckonomi di masyarakat. Pola relasi materialistik dan ekonomi, menurut Marx
adalah mendasari hukum, agama dan sistem politik yang disebut juga dengan
super struktural. Sistem hukum, agama, moral dapat berubah-ubah tergantung
pada kepentingan struktural produksi. Bagi yang menguasai alat produksi,
mereka menguasai. Scdangkan yang tidak memiliki alat produksi rentan
dengan penindasan. Muara dari teori konflik ini adalah proses perjuangan

kelas yaitu antara kaum borjuis dan proletar. Tokoh lain dari aliran ini adalah
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2alf Dahrendorf, ia berpendapat bahwa masyaraat mempunyai dua wajah,
<ty sisi berwajah konsensus dan sisi lain berwajah konflik. la menganggap
soori struktural fungsional merupakan ufopis. Manusia pada dasarnya egois,
dan selalu memicu konflik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang
membedakan Dahrendorf dengan Marx adalah menurut Marx sumber konflik
adalah kepemilikan, sedangkan menurut Dahrendorf, sumber konflik adalah
perbedaan kekuasaan. "

Teori konflik yang ada dalam dunia ckonomi publik oleh feminis
Marxis ditarik dalam kchidupan keluarga atau rumah tangga. Suami
dipandang sebagai wakil kelompok borjuis, sedangkan istri wakil dari
kelompok proletor. Kepemilikan pribadi dan penguasaan suami atas istni
merupakan sumber penindasan. Dalam tradisi masyarakat, suami dikenal
sebagai pemilik sumber daya yang melegitimasi budaya patriarkis sedangkan
istri tidak mempunyai posisi sctara dengan suami dan berdampak pada
lahirnya ketidakadilan. '

Dalam soal gender, teori konflik terkadang diidentikan dengan teori
Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini
berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan dalam suatu masyarakat terdapat
beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kckuasaan. Siapa

vang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi,

14 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, him. 180
"* bid, him. 181



merckalah yang memiliki pcluang untuk memainkan peran utama  di
da]anm_va.'ﬁ
Dalam hal ini kewajiban suami sebagai pembimbing terhadap isteri
dan rumah tangganya, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah,
kiswah, dan tempat tinggal mencerminkan tcori konflik. Sebab suami sebagai
pemilik dan penguasa sumber-sumber produksi dan distribusi serta memiliki
peluang untuk memainkan peran utama di dalam kehidupan rumah tangga.
3. Teori Feminis
Dalam dua dekade terakhir kelompok feminis memunculkan beberapa
teori yang sccara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan
masyarakat. Feminis berupaya menggugat kemapanan parriarkhi dan berbagai
bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.
Pandangan feminisi terhadap pembedaan peran gender laki-laki dan
perempuan sccara umum dapat dikategorikan kepada 3 kelompok:
a. Feminisme Liberal |
Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet
Martincau (1802-1876), Anglina Grimko (1792-1873), dan Susan
Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua
manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan
mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Feminisme
liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan

perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan  secara

" Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, him. 61



antologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga
menjadi hak perempuan. Kelompok ini termasuk paling moderat diantara
kelompok feminis. Membenarkan perempuan bekerja bersama Jaki-laki."”
b. Feminisme Marxis-Sosiologis

Mulai berkembang di Jerman, dan di Rusia dengan menampilkan
beberapa tokohnya, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa
Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur
kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan
isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu
sesungguhnya lcbih discbabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini
menolak anggapan bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-
Jaki karena faktor biologis dan latar belakang scjarah.™

¢. Feminis Radikal

Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu
besar, menggugat lembaga yang dianggap merugikan perempuan karena
term ini jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dar itu, diantara kaﬁm
ferninis radikal ada yang lebih ekstrem, tidak hanya mcnuntut persamaan
hak dengan laki-laki tapi juga persamaan “seks” dalam arti kepuasan
seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan, schingga mentolerir
praktek lesbian. Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus

tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan

"7 Ihid, him, 64
¥ * fhid, hlm. 65



kebendaan tapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan dapat
merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksval kepada scsama
perempuan. Kcpuasan scks dari Jaki-laki adalah masalah psikologis.
Melalui berbagai latihan dan pembiasaan kepuasan itu dapat terpenuhi
dari sesama percmpuan.

Aliran ini mendapat tantangan luas, bukan saja dari kalangan
sosiologi, tapi juga dikalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal yang
banyak berfikir realistis tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini.
Persamaan sccara total pada akhimya akan mercpotkan dan merugikan
perempuan itu sendiri. Laki-laki yang tanpa orpan repreduksi secara
umum akan sulit diimbangi oleh perempuan.

Yang menjadi inti perjuangan semua aliran feminisme adalah
berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran
sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi

ketimpangan gender di dalam masyarkat.'?

¥ Ibid hlm. 67-68.



BAB IV
ANALISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTERI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

PASAL 77-84

Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Pada akhir dckade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan
dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, dalam
suatu lokakarya yang disclenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988,
ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.
Rancangan kompilasi itu tiga tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Juni 1991
mendapat legalisasi Pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri
Agama untuk digunakan olch instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang
memerlukannya. Instruksi tersebut dilaksanakan dengan keputusan Menteri
Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991." Kedua, pada tanggal 29 Desember
1989 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama setelah mengalami pembahasan yang sangat alot, baik
dikalangan pemerintah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat,

Kedua peristiwa tersebut merupakan suatu rangkaian vang saling

oerhubungan secara timbal balik dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum

' Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Cet. Ke-2 (Yogyakarta : UIT Press, 1999),
l.



isiam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum
substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang
Giberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan di
dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 antara lain diatur tentang kekuasaan
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perkawinan,
kewarisan, hibah, wasial, wakaf dan shadagoh, khususnya bagi orang-orang yang
beragama Islam. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang
perkawinan, kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) serta perwakafan menjadi
Bukum positif tertulis dalam Sistim Hukum Nasional (Tata Hukum Indonesia). la
menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara
vang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peraditan ..-f‘l.ga.r:*ua.2

Adapun kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukumn Islam di Indonesia
schagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan
perkara bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama sudah lama dirasakan
oleh Departemen Agama. Bahkan se¢jak adanya Peradilan Agama di Indonesia
keperluan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. Keperluan ini
tidak pernah hilang bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan
badan peradilannya sendir.

Berdasar kenyataan terscbut, maka scjarah penyusunan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia sebagai usaha kearah tercapainya kesatuan hukum

Zalam bentuk tertulis, dapat ditelusuri melalui periodenisasi sebagai berikut :

- [bid hlm. 2.
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1. Periode awal sampai tahun 1945.

Di Indonesia berlaku hukum yang berasal dari hukum adat, hukum
Islam dan hukum barat. Ketiga macam hukum tersebut, kedudukannya
termuat dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dikembangkan oleh
ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Hukum Islam masuk ke
Indonesia tentunya bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-
kerajaan Islam yang kemudian berdiri di Indonesia yaitu Samudra Pasai,
Demak, Cirebon, Banten, Makasar dan lain-lain berusaha mclaksanakan
hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya.’

Di zaman VOC, kedudukan hukum Islam dibidang keluarga diakui
oleh penguasa dan bahkan diusahakan pcngumpulannya dalam sebuah
kumpulan peraturan yang dikenal dengan Compendium Freifer. Sclan itu
telah pula dibuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk

daerah Cirebon, Semarang dan Makasar.”

J

Periode tahun 1945 sampai tahun 1985.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah
Republik Indonesia menghadapi kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku
dikalangan bangsa Indonesia itu tidak tertulis dan terserak-serak dalam

berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu kitab

' Dadan Muttagien, dkk, Peradilan Agama di Indonesia, Cel. Ke-2, (Yogyakana : Ul Press,
=<2y, hlm.54.
! thid, him.54.
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dengan kitab yang lainnya.” Mulai tahun 1958 dibentuklah di berbagai
tempal Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sekarang ini di
seluruh Indonesia terdapat 303 Pengadilan Agama dan 18 Pengadilan Tinggi
Agama, Pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 10 di dalam
undang-undang tersebut dinyatakan “Kekuasaan Kehakiman di necgara
Republik Indonasia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan: (a)
Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d)
Peradilan Tata Usaha Negara™.

Sebagai realisasi dan ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkan
Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini
merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia berlaku
bagi secmua warga negara, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-
undang mi mengandung keragaman hukum, tetapi ia merupakan tonggak
awal bagi hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.®

Dﬁlam rangka menciptakan keseragaman antara Mahkamah Agung
(MA) dan Departemen Agama dalam pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974, maka terbitlah Surat Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 16
September tahun 1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia

Kerjasama Mahkamah Agung Departemen Agama) untuk menyusun

" Ibid, hlm. 55.
" Ridwan, Membongkar Figh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga
-7 (Yogyakarta : PSG STAIN Purwekerto bekerjasama dengan Unggun Religi), 2005, him. 77.




langkah-langkah membentuk  hukum  teriulis bagi umat [slam. Dari
serangkaian pertemuan antara Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Agama,
maka muncullah gagasan dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan
Peradilan Agama, ProfH.Bustanul ArifinS.H., tentang Penyusunan
Kompilasi Hukum Islam dengan mengusulkan proyek Pembangunan Hukum
Islam melalui yurisprudensi. Maka pada tanggal, 15 Maret 1985 di
Yogyakarta disepakati Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung
dan Menteni Agama tentang Pelaksana Proyvek Pembangunan Hukum Islam.
Sejak itulah, sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum I[slam memasuki periode
baru kearah terwujudnya secara nyata hukum Islam di bidang yang menjadi
kewenangan Badan Peradilan Agama.’

3. Periode tahun 1985 sampai sekarang,

Kompilasi Hukum Islam yang dibarapkan dapat tersusun, akan
merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang scsuai dengan kondisi
kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. la bukan
merupakan madzab baru dalam figh Islam, melainkan merupakan wujud dari
pencrapan berbagai madzab figh yang ada di Indonesia scsuvai dengan
kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui langkah
secbagail berikut :

7 1bid hlm.78.



Pembentukan pelaksana proyck yang terdiri dari para pcjabat Mahkamah
Agung dan Departemen Agama yang diketuai alch Prof. Busthanul Anfin
S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agama.
. Pengkajian kitab-kitab fiqih mengenai 160 masalah di bidang
perkawinan, kewarisan, wasial, hibah, wakaf dan shodaqoh.
_ Wawancara terhadap tokoh-tekoh ulama yang diperkirakan benar-benar
berpengetahuan cukup dan berwibawa dari 10 lokasi Pengadilan Agama
di Indonesia.
. Penclitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Pembinaan Badan Peradilan
Agama terhadap putusan dan fatwa Pengadilan Agama yang telah
dihimpun dalam 16 buku.
. Studi banding ke negara-ncgara : Maroko, Turki, Mesir untuk mencari
informasi mengenai masuknya hukum Islam kedalam tata hukum
nasional.
. Mengolah hasil pengkajian kitab, penelitian yurisprudensi, wawancara
dan studi banding dan merumuskannya ke dalam tiga buah buku naskah
rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

e Bukul Hukum Perkawinan.

e Buku Il Hukum Kewarisan.

o Buku III Hukum Wakaf.

. Lokakarya naskah rancangan Kompilasi Hukum [slam.



8. Instruksi Presiden No.1 tahun 1991. Berdasarkan [npres No.l tahun 1991
ini, Menteri Agama pada tanggal 22 juli 1991 telah menetapkan
Kcputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.°

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari
ikhtiar ‘mempositifkan’ hukum Islam dalam sebuah kitab tertulis. Terdapat
beberapa latar belakang dan tujuan yang mendasari penyusunan KHI antara
lain :

1. Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk melengkapi pilar peradilan
agama pada sisi hukum materiilnya yang jauh lengkap dibanding UU
No.1 tahun 1974 yang hanya mengatur tentang Perkawinan. Pada saat
yang sama Kompilasi Hukum Islam juga memperluas wilayah hukumnya
yaitu ketentuan hukum kewarisan, wasiat, hibah dan perwakafan.

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum pada tataran praktck di
Pengadilan Agama, hal ini penting untuk menghindari terjadinya
putusan-putusan yang bercorak variatif.

3. Mempercepat proses taqribi bainal ummah. Dengan adanya Kompilasi
Hukum Islam, sekurang-kurangnya dapat mengurangi pertentangan atau
khilafiyah, minimal pada masalah-masalah perkawinan, waris, wakaf,

wasiat dan hibah dikalangan umat Islam. Ini berarti Kompilasi Hukum

¥ Dadan Muttagien, dkk, Peradilan Agama di Indonesia, him.63.
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Islam bisa diposisikan scbagal instrumecnt penyatuan umat melalui
unifikasi hukum.

4. Menyingkirkan paham private affair. Munculnya Kompilasi Hukum
Islam diharapkan bisa menyadarkan scbagian umat Islam bahwa
persoalan nikah, talak, wasial, hibah dan waris adalah bukan
persoalanpribadi/individu dan orang lain/institusi yang terkait tidak boleh
ikut campur. Lahimya Kompilasi hukum Islam adalah bagian dan
penataan administrasi hukum yang diukur dengan standar yuridis

formal.’

B. Fungsi Keluarga dalam Sistem Sosial.

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai keluarga
(“nuclear family”). Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang ctrdini dan
suami, isteri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga tersebut
lazimnya juga discbut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam
masyarakat sebagai wadah proses pergaulan hidup.

Suatu keluarga dianggap scbagai system sosial, oleh karena memiliki
unsur-unsur sistem sosial yang pada pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan,

rujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi,

* Ridwan, Membongkar Figh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Kefuarga
2m, hlm. 79-30.




tekuasaan dan fasilitas.'® Suatu keluarga pada dasarnya mempunyai fungsi-

fungsi scbagai berikut :

I

I~

Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan scksual yang
seyogyanya.

Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana anggota-
anggota masyarakat yang barn mandapat pendidikan untuk mengenal,
memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai berlaku.
Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan
ckonomis.

Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya mendapatkan
perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.""

Fungsi-fungsi terscbut paling sedikit mengakibatkan konsekuensi-

konsekuensi tertentu, misalnya pada pihak orang tua yang terdiri dari suami/ayah

dan isterifibu, Hal-hal itu terutama terarah kepada anak-anak disamping pihak-

pihak lain. Anak-anak itu yang kelak akan menggantikan kedudukan dan

peranan orang tuanya, oleh karcna lazimnya mereka juga akan berkeluarga.

Sedangkan secara sosiologis keluarga memerankan berbagai fungsi, yaitu :

1.

Fungsi biologis bertujuan agar memperoleh keturunan dan dapat memelihara
kehormatan serta martabat manusia scbagai mahluk yang berakal dan

beradab ;

 Soerjono Sockanto, Sasiologr Keluarga, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), him. 1
" fhid, him.3.
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Fungsi edukatif yaitu bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan bagi
semua anggotanya, dimana orang tua mempunyai peran penting membawa
anak-anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani. Fungsi cdukatif
keluarga berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan potensi akalnya;
Fungsi religius yaitu keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama
melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari
sehingga tercipta iklim keagamaan ;

Fungsi protektif yaitu keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan
sckaligus untuk menangkal berbagai pengaruh negative yang masuk di
dalamnya ;

Fungsi sosialisasi yaitu keluarga schagai tempat untuk mempersiapkan
anggota keluarganya sebagai anggota masyarakat yang baik dan mampu
memegang norma-norma kehidupan secara universal ;

Fungsi rekreatif yaitu menciptakan kondisi keluarga yang saling menghargai,
menghormati, demokratis dan mampu mengakomodasi aspirasi masing-
masing anggotanya ;

Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ckonomis dimana
keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan
anggaran dan bagaimana dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan
harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dengan memperhatikan fungsi keluarga diatas, maka keterlibatan seluruh

.nggata kcluarga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan



keluarga serta pemanfaatan hasilnya menjadi  sangat penting.'”  Untuk
mengetahui pola relasi dianiara anggota keluarga sudah berkeadilan gender atau
sebaliknya, dapat dilihat dari indicator-indikator scberapa besar partisipasi aktif
seluruh anggota keluarga dalam perumusan dan pengambilan keputusan.
Seberapa besar manfaat yang diperolch seluruh anggota keluarga secara merata
dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan. Seberapa besar akses dan control
seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber

daya yang menjadi aset keluarga.

Analisis Gender Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam
Kempilasi Hukum lIslam Pasal 77-84
Berbicara lentang kedudukan, maka didalamnya akan ditemukan

beberapa unsur penting, seperti keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan. Hal ini sejalan dengan tiga prinsip yang dibawa Nabi Muhammad

SAW sebagaimana diungkapkan oleh seorang ilmuwan besar, Toha Husein,
dalam bukunya yang terkenal yaitu ai-Fitnatu al-Kubra. Adapun tiga prinsip
dasar yang dimaksud yaitu Prinsip Tauhid (a/l- ‘adalak), Persamaan (al-musawa)
dan Musyawarah (al-syura).” Pembicaraan tentang kedudukan suami isteri

seolah-olah tidak memiliki ujung pangkal, karena semakin hari semakin menarik

"* Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta : Fajar Pustaka dan PSG STAIN

“:rwokerto, 2006), hlm. 46-47.

¥ Khoerudin Nasution, Faziur Rohman Tentang Waniia, cet. Ke-1, (Yogpyakanta : Tazaffa dan

v ZAdemia), 2002, him 20,
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untuk diperbincangkan. Suvami diidentikkan kaum nomor satu ataw superior
sedangkan isteri adalah kaum nomor dua atau biasa discbut inferior.

Dewasa ini terjadi pencguhan pemahaman yang tidak pada tempalnya
ditengah-tengah masyarakat, karena ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan
sering dianggap atau dinamakam sebagai “kodrat perempuan”, yang
sesungguhnya adalah konstruksi sosial dan cultural atau gender. Misalnya saja,
sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan
serta keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai
“kodrat perempuan’. Padahal kenyataanya, bahwa kaum perempuan memiliki
peran gender dalam mendidik anak hingga mengelola kebersihan rumab tangga,
adalah konstruksi cultural dalam masyarakal tertentu. Oleh karcna itu, boleh jadi
urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan
kaum laki-laki, karena jenis pekerjaan ini bisa dipertukarkan dan tidak mutlak.
Yang scring disebut sebagai “kodrat perempuan” atau “takdir Tuban atas
perempuan” dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga
sesungguhnya adalah gender."

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 tentang Hak dan Kewajiban
Suami Isteri, dinyatakan bahwa :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga,

" Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet. Ke-8, (Yogyakarta, Pustaka
“elagar, 2004), him. 1.
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t1ak dan kedudukan isteri adah scimbang dengan hak dan kedudukan suami
Zalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakal
Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum'®

Islam sebagai agama pembawa keselamatan dan rahmat bagi seluruh
alam (rahmatan 1i al-alamin) sesungguhnya sccara ideal normatif tidak
membedakan derajat laki-laki dan perempuan berdasarkan peran gender.

Yang sama, sederajat, saling melengkapi satu dengan lainya. (Q.S. al-Taubah

(9): 71

c'_s.—j[ﬂwf_?}"_:-.-’ Ji;,l,‘rj‘. A u:-‘l-,""
ol s 5ol Op 5oty

Islam yang membedakan kualitas atau tinggi rendah seseorang itu sebagai

cternya adalah nilai ketakwaannya, sebagaimana dinyatakan dalam firman

Allah (Q.S. al-Hujurat (49) : 13) :

C o o mE e, x - 'i..-- L

C

&
-

Artinya ; sescorang baik laki-laki / perempuan mencapai derajat (nilai kualitatif)
caling tinggi ketika memiliki nilai ketakwaan yang tinggi. bukan didasarkan
kepada perbedaan status dan jenis kelamin.

Relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan

-ubungan kemitrasejajaran. Meskipun pengertian kemitrasejajaran tidak bisa

-nahami dengan makna yang seragam. persis sama, letapi pengertian

" Anonim, Kompilasi Hukum Istam, (Surabaya: Karya Anda, 1.1}, hlm. 54
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kemitrasejajaran yang dimaksud di sini adalah suatu rclais yang berasaskan
keadilan, saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan lainnya.
Sebagaimana dikemukakan Zaitunah Subhan, keadilan dalam pandangan Islam
adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari
sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Seperti perempuan (isteri} memiliki
kewajiban terhadap laki-laki (suami) dan laki-lakipun memiliki kewajiban
terhadap perempuan.'®

Status perempuan dalam masyarakat Arab yang didominasi laki-laki
memang benar-benar berada di bawah laki-laki. Perempuan tidak memiliki peran
menentukan baik dalam produksi atau pertukaran komoditas dalam ckonomj
Arab. Penting juga dicatat bahwa ckonomi Arab pada masa Nabi yang
memainkan peran penting lebih bersifat pertukaran komaoditas daripada produksi.
Kafilah harus melintasi padang pasir yang sangat tidak ramah untuk
menambangkan komoditas sehingga bias melakukan pertukaran dengan sentra-
sentra kekaisaran Romawi yang kaya. Sulit kiranya bagi perempuan untuk
memainkan peran yang berbahaya (scperti melintasi gurun Semenanjung Arab

vang tidak ramah) dan harus tetap mengurusi anak-anak di rumah serta mereka

* Marhumah, Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi, Cet.
- (PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003), him.132-
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tidak bisa menjadi pelaku ckonomi aktif. Oleh karena itu mereka mendapat
status sosial yang rendah.'’

Realitas ini tidak bigs dihilangkan begitu saja tanpa secara radikal
merubah struktur sosio-ekonominya tertebih dahulu. Dengan demikian al-Qur’an
harus mengakui suatu tingkat kualitas superioritas ekonomi tertentu kepada laki-
laki. Tetapi ini bagaimanapun juga tidak mengurangi status sosial dan
religiusnya, ini jelas dari Surah al-Ahzab (33) : 36 yang berbunyi : “Kaum laki-
laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka {laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka”. dan al-Nisa (4) : 34 yang berbunyi : “Kaum laki-laki adalah
pemimpin  bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Dengan demikian tidak ada lagi keraguan yang tersisa dari al-Qur’an
mengenai mengapa laki-laki menguasai perempuan. Laki-laki menghabiskan
kekayaannya untuk mengurus dan melindungi perempuan. Jika struktur sosial
berubah memibalik peran gender, dengan logika yang sama, maka perempuan
akan mendapatkan peran yang lebih tinggi. Dalam masyarakat kita semakin hari

semakin banyak perempuan memainkan peran dalam produksi dan pertukaran

" Asghar Ali Engineer, Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Permpuan dan

- ssvarakat Modern, Cet. Ke-1, (Yopyakarta : IRCISOD, 2003), him.282,
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komoditas atu dalam melakukan layanan sosial dan oleh karena itu peran inferior
mereka tidak lagi faktual.'®

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa perempuan
merupakan bagian integral dari masyarakat. Dia memang diciptakan beda sccara
biologis dengan kaum laki-laki, tapi dia mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dengan kaum laki-laki baik dalam keluarga sebagai anak, dan isten
maupun di tengah masyarakat. Jadi perempuan bukanlah “satelit kaum laki-taki”
artinya perempuan tidak hanya dianggap sebagai seorang yang manut terhadap
kemnauan Jaki-laki, yakni secbelum menikah ja nunut (satelit) ayahnya dan setelah
menikah ja nunut (satelit) suaminya. Dalam pcmahaman ini, jika ia hanya
dianggap sebagai satelit pria, maka berarli ia tidak punya kepnbadian sendiri.
Eksistensinya selalu dikaitkan dengan eksistensi kaum laki-laki seperti ayah dan
suarni, schingga keberadaannya tidak punya arti tanpa kehadiran pria."

Dari perspektif budaya Indoncsia, Kompilasi Hukum Islam dipandang
kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Jslam di Indonesia
karena tidak digali sccara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat

diberbagai dacrah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang

'® Ibid, him. 283.
' Erwati Aziz, dkk, Relasi Jender Dalam fslam, Cet. Ke-1, (Surakarta : PSW STAIN
Syrakarta Press, 2002), hlm. 25.
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bernuansa Arab. Ketidakrelevanan fikih-fikih klasik itu, oleh karcna ia disusun
dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda.”

Lalu dari perspektif kesctaraan dan keadilan gender, KHI praktis
menomorduakan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam
figih yang mencmpatkan perempuan scbagai subordinate laki-laki, seperti dalam
soal poligami dan kewajiban suami isteri. Padahal pihak-pihak yang menikah
dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka
dimata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula. Tanpa
diskriminasi, dan juga tanpa yang satu dilebihkan sedang yang lain
direndahkan.”

Diawal tclah penulis paparkan tentang hak dan kewajiban suami isteri
menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak suami adalah kewajiban istri dan
kewajiban suami merupakan hak istri. Adapun hak suami tercermin dalam pasal
83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Kewajiban utama bagi scorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam ;

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya.”?

Sedangkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

™ giti Musdah Mulia, /slam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Kibar
Press, 2006), him. 159,

*! Ibid, him.160.

2 Anonim, Kompilasi Hukum Isiam, hlm.58.
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|. Isti dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kcwajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah ;

9. Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal

80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kcpentingan

anaknya.

Lad

Kewajiban suami terscbut berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz ;

4. Kelentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas
bukti yang sah.

Dalam hal ini menurut pandangan penulis pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum

Islam terkesan mendeskreditkan perempuan, dan nampak tidak adanya keadilan

gender serta tidak adanya kesesuaian lagi dengan kehidupan perempuan (isteri)

dewasa ini.

Dalam pasal 83 ayat 2 KHI dinyatakan bahwa isteri menyelenggarakan
dan mengatur keperluan rumah tangga schari-hari dengan sebaik-baiknya.
Mengingat dewasa ini banyak percmpuan yang terjun dalam peran publik, kerja
mencari nafkah untuk membantu kehidupan keluarga, apakah masih etis dia
masih dibebani untuk menyelenggerakan dan mengatur keperiuan rumah tangga
schari-hari ? Perempuan bukanlah robot atau boncka yang tidak mempunyai rasa
lelah dan capai.

Kemudian dalam pasal 84 KHI tentang isteri dapat dianggap nusyvz jika

tidak mau malaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83
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ayat | (berbakti lahir dan batin) maka kewajiban suami terhadapnya dicabut.
Maka dalam hal ini juga tampak adanya keadilan gender dan diskriminasi
terhadap perempuan. Karcna suami tidak ada nusyuz, jika tidak melaksanakan
kewajibannya, Dimanakah letak keadilan dalam pasal ini 7 Pasal ini terkesan
mernojokkan kaum perempuan saja. Padahal dalam Surat Al-Ahzab ayat (73)
tentang kesetaraan gender, bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang
munafik, laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberi rahmat pada erang-orang
vang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah adalah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.

Dalam kapasitas manusia scbagai hamba, tidak ada perbedaan antara
laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan pcluang yang sama
untuk menjadi hamba vyang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur’an biasa
diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (murtagun), dan untuk mencapai
derajat muatagun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa

atau kelompok etnis tertentu.”

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi
yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas
kekhalifahannya di bumi, sebagai mana halnya mereka harus bertanggung jawab
sebagai hamba Tuhan. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang

sama meraih prestasi optimal.™

* Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpekaif Al-Qur’an, Cet. Ke-2, (Jakarta
Parmmadina, 2001), hlm.248.
* 1bid, him. 265.




Adapun kewajiban Suami yang menjadi hak isteri diatur dalam pasal 80

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
suami isteri bersama ¢

2. Suami wajib melindungi istcrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya |

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi

Led

kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaal bagi
agama, nusa dan bangsa ;

4. Scsuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan

anak ;

c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan
b atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurmna dari isterinya ;

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dinnya
scbagaimana tersebut pada ayat (4) hurufadan b ;

7. suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusynz.”

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

% Anonim, Kompilasi Hukum Islam, him.55.



1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya,
atau bekas isteri yang masih iddah ;

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat ;

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari
gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat
kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai
tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga ;

4, Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta
disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”®

Dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
suami isteri bersama. Dalam hal ini, bahwa suami adalah pembimbing terhadap
isteri dan rumah tangganya. Sekilas nampak menomorduakan pcrt.:mpuan (isterd),
karena dibimbing, seharusnya saling membimbing. Jangan hanya suami saja
yang membimbing isteri karena dewasa ini banyak isteri yang pendidikannya
lebih luas dibanding suami. Apakah isteri harus tunduk saja pada bimbingan
suami yang lebih sempit pendidikannya ? Memang pendidikan tidak bisa diukur

dengan pendidikan formal saja, tapi kenapa isteri dinomorduakan bahkan

* Ibid hlm. 56.
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dipinggirkan, seakan-akan tak boleh berpendapat . Kemudian pada pasal 81 ayat
(7) tentang kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isten
nusyuz. Sebegitu gampangkah gugurnya kewajiban suami ? Mengapa tidak
diatur tentang sanksi bagi suami yang tidak menjalankan kewajibannya ? Dalam
pasal ini terkesan hanya menghakimi perempuan saja sedangkan suami tidak.
Dimana letak keadilan dalam ayat ini ?

Sebagai scbuah konstruksi sosial jelas bahwa hukum tidak dapat
memenuhi tuntutan akan keadilan. Karena sejak semula ia dirumuskan
berdasarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Dimana laki-laki dan
perempuan didefinisikan secara berbeda tidak saja menurut jenis kelaminnya tapi
juga menurut definisi sosialnya. Akibatnya, dalam pelaksanaanya hukum
bermuka ganda dalam arti bias berdampak berbeda pada laki-laki dan pada
perempuan, yang pada akhimya melahirkan kekerasan, eksploitast dan

diskriminasi terhadap perempuan.”’

o Tapi Omas Thromi, dkk., Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung : PT.
Alumni, 2006, him. B5.




BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam
Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum
Islam), yang telah penyusun tuangkan dalam beberapa bab dan sub bab, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 79 (1) dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu
rumah tangga. Dalam pasal tersebut menggambarkan posisi laki-laki atau suami
sebagai kepala keluarga. Oleh karcna itu suami mempunyai otoritas untuk
mengatur perbagai urusan dalam keluarga, dan secara otomatis terjadi pola relasi
atas-bawah antara suami dan isteri. Jika demikian maka nampak tidak adanya
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal tersebut.

Bahwa hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 83 (2) KHI dijelaskan
bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya. Pasal tersebut terkesan kurang sensitive gender. Dan
peran publik seorang isteri tidak sama sekali disinggung didalamnya, padahal
dewasa ini banyak perempuan yang berada di ruang publik.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum
Islam dapat menimbulkan ketidakadilan gender, karcna suami sangat
diprioritaskan dan isteri dinomor duakan. Hal ini tercermin dalam pasal 79 (1)

suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Dan juga pasal 80 (1)
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suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 84 (1) dinyatakan bahwa isteri dapat
dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
dimaksud pasal 83 (1), maka kewajiban suami terhadapnya dicabut. Dalam hal ini
adanya nusyuz bagi isteri mencerminkan ketidakadilan hukum dalam pemberian
sanksi, karena suami tidak ada nusyuz.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 77-84 Kompilasi Hukum
Islam disusun pada masa masyarakat belum terlalu sensitif gender, dan
penyusunnya adalah laki-laki yang kental dengan tradisi patriarkhi. Sehingga
~ dimungkinkan karena kaum perempuan tidak turut andil dalam penyusunan itu,
maka laki-laki mendominast.

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya nusyuz bagi isteri, mencerminkan

kstidakadilan hukum dalam memberi sanksi, karena suami tidak ada nusyuz.

B. Saran-Saran
Setelah penyusun menuangkan beberapa pembahasan, maka penyusun
mempunyai saran sebagai berikut :

1. Hendaknya diadakan Lokakarya kembali untuk menyempurnakan Kompilasi
Hukum Islam terutama pasal 77-84. Dan dalam Lokakarya tersebut kaum
perempuan juga turut diundang terutama tokoh-tokoh feminis atau tokoh-
tokoh gender se Indonesia.

2. Hendaknya dalam penyempumnaan pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam

ditekankan tentang keadilan gender dan disisipi pasal tentang kedudukan
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perempuan dalam ruang publik, mengingat dewasa ini banyak wanita yang
bekerja di ruang publik.

3. Bagi Departemen agama hendaknya peka dan tanggap terhadap permasalahan
ini dan segera mengusulkannya kepada Presiden Republik Indonesia.
Mengingat Kompilasi Hukum Islam sudah merupakan Figh negara dan
referensi para Hakim Agung dalam memutuskan perkara di Pengadilan
Agama.

4. Kompilasi Hukum Islam dan penyempurnaanya harus sensitif gender.

- C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur, segala puji bagi Allah kami panjatkan atas
segala curahan kenikmatan dan hidayah-Nya kepada penulis, schingga dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam
Perspektif Gender (Studi Analisis ferhadap pasal 77-84 Kompilasi Hukum
[slam)”. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat
terutama bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Penulis juga
mengharapkan dari semua pihak kritik dan saran-sarannya. Akhimya penulis

menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan.
Purwokerto, 27 September 2007

Penulis

NUR __AFIFAH
NIM.032621028
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SURAT KETERANGAN

oy bertanda tangan dibawah ini, Kasubbag Akademik dan Kemalasiswaan Sekolah

wa Islam Negeri (STAIN) Purwokerto meneranpkan dengan sebenarnya bahwa

Nama .Hur Afifah

pom T PR A e S R R T 2 Saaiea (N

NIM - 032¢21020

...............................................

® Semester /Jurusan/Prodi - VIIT/Syori'ah/As

.................................................

L Angkatan Tahun . 2003

= Tahun Akademik . 2006/2607

------------------------------------------------

Ghasiswa tersebut dintas benar-benar suduh berhak mengajukan Judul Proposal Skripsi,
ekt berikut ini disertakan Transkrip Niln Sementara,

Semikian sural keterangan ini dibuat antuk menjadikan maklum dan guna seperfuzya.

Dibuat di -Purvickert
Pada tanggal O avet 2o g

K 'ls}iﬁﬁi_ig:ﬁ-kadcmik dan Kemahasiswaan

who

1
1



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

JURUSAN SYARIAH
1 Jend, A Yani No 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/047/2007 Purwokerto, 27 Maret 2007
Lamp : | Lembar
Hal  : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Ridwan, M.Ag,
Di

Purwokerto

Asselernue ‘afetkum Wr, Wh.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa
program studi Akhwal Al-Syakhshiyyah dan Muamalah Jurusan
Syari'ah pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007. Kami mengusulkan
Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Afifah
NIM - 032621028
Prodi ;- AS
Semester VI

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan
terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalan ‘alaikum Wr. Wh.




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : JI. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-636624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

Purwokerto, 11 Jum 2007
¢ Sti. 26/PK.I/PP.009%/1763/2007

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Ridwan, M.Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto

Di Purwokerto

Assafomn’alaifam Wr. Wh,

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi

mahasiswa sebagai berikut :
Nama :  Nur Afifah
NIM 032621028
Jurusan :  Syariah
Angkatan Tahun ~ : 2003
Alamat :  Desa Mandiraja Rt. 6/ 9

Kec. Mandiraja - Kab, Banjarnegara

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wh. v

An. Ketua



: DEPAERTEMEN AGAMA RI '
BEREOLAMH TINGGEI AGaMs IsSiLari NEGERI
: ¢ ST A I N ). A PURWORERTO

Alaat : J1. Jen; A. Yeni No: : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

LR e Y

‘ - ‘Purwokerto.
2 1 : Permohcnan Pavsetujusn - Eepada Yth, ' :
Judul Skeipei. - Bapek Ketuun Sekolah Tinggl
- —— ~ : Agems Yslux Negsri '
1.5 -

Paorwokerto.

i s e,

Assalamu’alaikun War. Web,

 Yaug bertanda tangan di bawah ini, wmahasiswa Sekolsh
Tinggi Agoma islam Negeri Purwokerto i .

. Nama s MUE AT AN

2. Nomor Induk : 03262020

3. Semester/Jurusan :\||1 S yoc e A
. 4. Angkatan Tahun' @ 2002

5. Tabun Akademik : joup /2007

Dengan 'ini seya mohon dengan hormat perk:snan Bapslt. un
tuk menyetuiul Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sisba
gian syarat-syarst—untuk-menyelspalkan studifrogram S - 1
pada Sekolsah Tinggi Agams Ieslam-Hegeri Purwiiterto.

* Adapun_judul Skripsi vang osye ajvkan wialeh sebugai
berikut : Bolke A0 \teuoo 10om Guomt T Ekel @alem
Vecepelen't. gender [ Anaes Terhadap posal. 77 -84 . rampl)

AWt ud, e Lo S

éads}u:hm Biébagai Dogen Pembimbing Skripsi adalah Bapuk @

idyoeq , ‘M. AQ . .
eoama ini kami lampirken data bebun She yang till!:h

saya tempih sebagaimana prosedur pengajunn Judul Skyipei.

' 'Dmnikiqn surat permohonan ini says buat dan sehelum -
nya anya ucapkan terima ka:ail_'l - '

- Wasmalama”ulatloom War. Vab.

' i
Menigetahui : ' Tornata a,
Doisen Pembimbing,
kil o, M hg g 2 .,-Li-u\} ARy 4
. WIP.:1S@24800c . NI K. 032620 38

YTF?.‘H'. sori MA kg
NIP. :\S02¢3060g




DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAY TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Alamat ¢ J1 Jend. A, Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax, 636553
Purwokerto 33126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPST
Nomor : STA.26PE VPP, G{}E};r:ﬂgIZDDS

Yang berianda tangan (ibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

ereranukan bahwa -

Nama DORNT AR\FAN
NIM c 032L21028
Semaster YA

lurusan/Prodi Cooyoxioh A%

f=izh mengikuti seminar proposal pada
i |

Harvtanggal | Presenter Tanda tangan 1n moderator
1. n-.u—-:fs

Saloto \p ™M 200b Yon  Rerch Yene

| Sprave,\b el ook | Rai'al | '& 2.—4

I Selake b ™igt ook | Aninedn i ’ s
Ii Siloge \b R Jooh [uwhwik mu‘sﬁ\lwﬁ?}m{ ? 4 "1
| Selare | 6 Mo 800 6 1 §ixi gofi ok 5-fJ\( -

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagal syarat untuk

sengajukan judul propesal skripsi.

Purwokerto, \( /ME 2006
- —"-*—11\ An. Ketua

_., u,,,

i Kamﬁ] urusan Syariah

o D}‘;, AJ Lu hﬁ Hamidi, M. Ag

SEIEET NP, 150 252 267
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BERIT . ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOS: L SKRIPSI

1. Hare Tangsad | ¥ 9"'}’\0&/@‘1 26 j‘uﬁh{ =00 ? 1

2. Wakde/ Jany . Pxl.pR-0o CA Folgsa v

3, MNama - M ﬂf{.}ca{"

A NIM . 0326210 €

3. Convster/ gocusan SRV /g-y'or ok A &

. Tahun Ab=t ik . po0b /300 F

7. Tempat © W Fyoc NN C S

B. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel ) .
'i\u '._h___l'_\l_liﬁd ] o Peserta B Angkatan uii‘midamngm
1. 1052b2300 7 Htano N5 0¥ 1-%&,*
2. | 05221003 Umar Faru& ] . 2068 1"-%%1_*

i

o's'zézzm; PU“' B— .

uﬁj@p
s |08 15‘11[}{:3. [!\E hwied fobry ! 1601 h (ﬂM
s (1
6

5. 032621027 Xoning pungbaeot | 2003

fﬁ. iﬂs&@arﬁ L _ust A 2003 _
1 Ec;g?.sq,w?ﬁ !‘\?,amarw_ﬂ%’ o0V | 7. [ﬂ/(&
P ~ | V!
'g, 103262{008 [alkle [Wieslicws) Qpp9 3-0'/JL
b ' .
(o DReA0ZA I HHuslimal 200% 9% .
! |
E 10 'io.?,?{}ila.z_] S';{I ~ur Ehar 1sath ¢ 2003 ) lﬂéw
b .
]
Purwokaerto,
Pembimbing : Mahasiswa ?:
Iti_l[&ggmjﬁf\-_&i coeee oy~ AT RAB

NIP. 1S 0258859 : NM. 03262703 §
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11. Nama . Rue AFIRA N
12. NIM . 056310 >R
[X Semester/ cousan 0 W\ [/ §yar lah /4L
14, Tahun Akasiemik @ 2006 / 20073 :
1S Tempw ¢ ol - Qfo«'rf o Laokoer Y
16. Pegerta Seninar : { Dalam Tabel )
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L L
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2 1 05262 o1 U f%r%; 208 |,
032622017 | Purnpmo 2003 4. v
- FUE'ZE}HGD; Athwmadt  fober 2008 w"t';g
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5. 1032C202 ININ
: s B e L I ¢ 1571
L6 | 032621008 gy A 2003 ol %
: - 7
17 1032621008 | [Halkis  Martan| 2003 : @
S :
s Phbuols | lugumen 200
' N \ + * 9-
g, | 0346 ede | Fofra ul o >005 -
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA 'SLAM NEGERI

(STAIN) PURWOXERTO
JL Jend. A, Yani No. 404 Telp. 0201635024 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNADOSYAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Yang beranda tangan di bawah im, Dcsen Pembimbing Skiipsi atas nama
mahasiswa sebagai berikut:
1. Nama : Nur Afifah

2. Ne. Induk Mahasiswa @ 032621028

3. Jurusan/ Prodi . Syan'ak / AS

4. Angkatan Tahun . 2003

5. Judul Sknpsi : Hax dan Kewajiban Suami Isteri Dalam

Perepebtif Gender /Studi Analisis Terhacap

Pacal 77-24 Kompiiasi Hukum islam}

Bahwa skripsi saudari tersebut diatas sudih siap untuk dimunajosvahkar
setelah memenuhi svarat-syarat yang ditetapkan oieh ST/ IN Purwokerto.
Demikian Rekomendasi imi dibuat untuk n.enjadikan r1aakium  dzn

mendapatkan penyclesaian sebagaimana mestinyz.

Wassalamu’alaitkum . Wr. Wb

Dibuat di : Purwoxarto
Pada tanupal : 04 Cktober 200!

Mengetahui

Pembimbing

"
£ %
zdwan, M.Ag
NP, 150 209 659
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FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

. ' STAIN Purwokerto
2 - P TS

SERTIFIKAT

Momor: 010/ P FORMASK VIl / 2003

Diberikan Kepada :

Nur apipah

Sebagai

Peserta

Dalam kegiatan Forum Orientasi Almamater dan Studi llmiah
(FORMASI 2003) yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 Agustus 2003 dan
dinyatahan LULUS dengan predikat nilai

8 B ,

Mudah-mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
di masa selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2003
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DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
[ ANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Office : JI.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.r.05/2005

This is to certify that = e

Name ~7% Nur Afifah

Student Number - 032621028

D.OB . Purbalingga, February 4" 1985

Has take:_:_ TOEFLLIKE test with paper based orgé’niz&d.—-:by Language
Development Unit of STAIN Purwokerto on: December 31° ZQQS with obtained

result as follows: o

E 1. Listenir__g C:_Jmpr_ehension . ;46 /
| 2, Stmctu;é%_nd iﬂiﬁttgﬁ Expression | : GBY |
3. Reading Céhﬁ;?_reheﬁs.igﬁ-:; el 0 48
Obtained Score B i 7
= i A

This TOEFLLIKE Test was held m éﬁui—N Purwokerto for self assessment

Purwokerto, March 1% 2006

i Hiead of Language Development Unit

:\: e Ay 'q—. M
.fﬁ}%‘:::gé %

A - T
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DEFARTEMEN AGATIA
SEKGLAH TINGGT AGAMA I82_AM NEGERI (ST
FURWOKLRTD
JURUSAN SYA R 48]
Alaraat J1 Pend. A Yani No. 40 A Telp, (291-60562 Fax 036533 Turwokar o 33126

i

-

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PT.00.9, 15572007
»
£ Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurvsan Syarian, menerangkan bahmwa :
Nama : NUR AFIFAH
NIM 002621028
Semester - ¥
Prodi © AS
Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanzkar. ajian kempchensif pada
hanri : Selasa, tanggal 25 September 2007 dengan nilai 3-,
Demikian surat lweterangan ini kami baat uaink dopat digunakan s bagainsane
mestinya,
Pur ankertey, 05 September 2007
SPEY HL Anvori, MuAg.
SR 1501558 6
&
9
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